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ADAT DAN HUKUM ADAT

1. Pendahuluan



Untuk mengetahui hukum adat harus diketahui terlebih dahulu apa pengertian adat itu sendiri. Karena tidak mungkin muncul hukum adat, tanpa terlebih dahulu adanya adat atau sering disebut dengan adat istiadat.

Adat merupakan pencerminan dari kepribadian sesuatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan daripada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad kea abad. Oleh karena itu, maka tiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dengan yang lainnya tidak sama.


Hukum adat sebagai perkembangan dari adat istiadat yang diikuti oleh masyarakat, karena dianggab baik bagi mereka dan dijadikan sebagai kaidah yang mengatur kehidupan mereka dalam berhubungan dengan satu sama lain, yang mempunyai akibat hukum sehingga menjadi  hukum adat.


Di dalam pokok bahasan ini akan diuraikan mengenai pengertian adat dan hukum adat.
2. Tujuan Instruksional Umum (TIU) dan Sasaran Belajar (SB)
 TIU : Setelah mengikuti kuliah pada materi pokok bahasan ini diharapkan mahasiswa dapat mengerti dan memahami pengertian adat dan hukum adat.

 SB    : Pada akhir kuliah diharapkan mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan tentang pengertian Adat;

2. Menjelaskan tentang pengertian Hukum adat.

3. Pengertian Adat. 


Kata adat sebenarnya berasal dari bahasa Arab, yang berarti kebiasaan. Dalam bahasa Indonesia dan pelbagai suku atau golongan dipakai istilah yang bermacam-macam, misalnya di daerah Gayo: odot, di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur: adat, ngadat, di daerah Minangkabau: lembaga (lambago), di daerah Minahasa dan Maluku: adat kebiasaan, di daerah Batak Karo: basa merupakan kebiasaan dan kesusilaan.


Adat merupakan konstruksi perilaku kehidupan manusia yang berwujud kebiasaan dan dipertahankan secara terus menerus oleh perseorangan maupun kelompok.

 

Adat adalah pencerminan dari kepribadian suatu bangsa. Adat itu sebagai karakteristik suatu bangsa yang memberikan corak yang khas pada bangsa itu sendiri yang berbeda dengan bangsa lain. Disamping itu dalam suatu Negara yang ada hanyalah satu bangsa, namun di dalam bangsa itu juga terjadi perbedaan dari segi adatnya masing-masing sebagai budaya dan kekayaan dari masing-masing tempat.



Oleh karena ketidaksamaan inilah kita dapat mengatakan, bahwa adat itu merupakan unsur terpenting yang memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan.



Dalam tingkat peradaban dan tingkat kehidupan disetiap penggantian waktunya semakin modern, namun adat kebiasaan yang sudah hidup dalam masyarakat tidak mampu dihilangkan, akan tetapi dalam mengikuti proses kemajuan zaman itu adat termasuk semakin dapat menyesuaikan diri dengan keadaan dan kehendak zamannya, sehingga adat itu tetap kekal dan segar.


Di dalam Negara Republik Indonesia ini adat yang dimiliki oleh masing-masing daerah dan masing-masing suku bangsa adalah tidak sama antara satu dengan yang lainnya, meskipun dasar serta sifatnya adalah satu yaitu keindonesiaan. Oleh karena itu adapt bangsa Indonesia itu dikatakan “ Bhineka” (berbeda-beda di daerah-daerah suku bangsanya), “tunggal ika” (tetapi tetap satu juga yaitu dasar dan sifat keindonesiaannya).


Jadi adat bangsa Indonesia mulai dari yang asli pada zaman prahindu sampai dengan sekarang yang Berbhineka Tunggal Ika tidak mati, melainkan terus berkembang yang senantiasa bergerak serta berdasarkan keharusan selalu dalam keadaan evaluasi mengikuti proses perkembangan peradaban bangsanya. Dari adat istiadat yang hidup dan berkembang yang berhubungan dengan tradisi rakyat Indonesia inilah yang menjadi sumber yang sangat bernilai bagi hukum adat.
4. Pengertian Hukum Adat


Istilah “Hukum Adat” adalah terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda “adatrecht”. Snouck Hurgronje adalah orang pertama yang memakai istilah adatrecht itu, yang ditulis dalam bukunya yang berjudul “atjehers” (orang-orang Aceh). Istilah adatrecht kemudian dikutip dan dipakai oleh Van Vollenhoven sebagai istilah teknis yuridis yang menulis buku-buku pokok tentang Hukum Adat dalam tiga jilid, yaitu “het Adatrecht Van Nederlandsch Indie” (hukum adat Hindia Belanda).

Sebelumnya Hukum Adat itu dinyatakan dengan berbagai istilah, seperti dalam perundang-undangan “godsdientige wetten” (undang-undang agama) pemakain istilah ini mencapai puncaknya pada bagian kedua abad ke-19.  Kemudian istilah godsdientige wetten ini diganti dengan istilah adatrecht, yang baru muncul pada tahun 1920, yaitu untuk pertama kali dipakai dalam undang-undang Belanda mengenai perguruan tinggi di negeri Belanda Ned (erlands) Stb.1920 dan dalam Academisch Statuut.

Tetapi pada permulaan abad ke-20 lama sebelum dipakai dalam perundang-undangan, istilah adatrecht makin sering dipakai dalam literatur tentang hukum adat, yaitu dipakai oleh Nederburgh, Juynboll, Scheuer.  Sesudah jilid I dari buku Van Vollenhoven, “Het Adatrecht Van Nederlandsch Indie” diterbitkan, maka tiada lagi buku mengenai hukum asli di Indonesia yang memakai istilah lain atau kata-kata lain daripada istilah Adatrecht untuk menyatakan hukum adat.

Sukanto, dalam bukunya “Meninjau Hukum Adat Indonesia” mengartikan hukum adat sebagai kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodefikasi dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum.

Bellefroid, dalam bukunya “Inleiding tot de rechtswettenschap in Nederland” memberi pengertian hukum adat: sebagai peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa toh dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.

Tidak semua adat merupakan hukum. Ada perbedaan antara adat istiadat biasa dengan hukum adat, hanya adat yang bersanksi, mempunyai sifat hukum yang merupakan hukum adat (Van Vollenhoven). Sanksinya adalah berupa reaksi dari masyarakat hukum yang bersangkutan ini dalam pelaksanaannya sudah barang tentu dilakukan oleh penguasa masyarakat hukum tersebut.

Terhaar mengemukakan, bahwa untuk melihat apakah sesuatu adat istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka kita wajib melihat sikap penguasa masyarakat hukum yang bersangkutan terhadap sipelanggar peraturan adat istiadat yang bersangkutan. Kalau penguasa terhadap sipelanggar menjatuhkan putusan hukuman, maka adat istiadat itu sudah merupakan hukum adat.

Soepomo, hukum adat adalah hukum non-statutair yang sebagian besar hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam. Hukum adat adalah hukum yang hidup dan menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Oleh karenanya ia bersifat dinamis, tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.

Menurut Seminar Hukum adat di Yogyakarta tanggal 15-17 Januari 1975 yang diselenggarakan oleh Badan Pembina Hukum Nasional (BPHN) dan UGM berkesimpulan bahwa, Hukum Adat adalah Hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang di sana sini mengandung unsure agama.

Pendapat Soepomo dan Hazairin, hukum adat itu adalah hukum yang mengatur terutama tingkah laku manusiaIndonesia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman dan kebiasaan (kesusilaan) yang benar-benar hidup dimasyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenal sanksi atas pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat yaitu mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat itu, ialah yang terdiri dari lurah, penghulu agama, pembantu lurah, wali tanah, kepala adat, hakim.

Apabila ditelaah pengertian-pengertian yang diberikan oleh para sarjana tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpilan, bahwa hukum adat adalah:

“ Suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum (sanksi).
5. Latihan

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan adat?
2. Apakah semua adat itu merupakan hukum adat?
3. Kapan adat istiadat itu dapat dikatakan sebagai hukum adat menurut pendapat Terhaar?
4. Sebutkan beberapa pendapat para sarjana tentang pengertian hukum adat?
5. Sebutkan kesimpulan yang bisa diambil sebagai pengertian hukum adat berdasarkan pendapar para sarjana?.
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SEJARAH HUKUM ADAT
1. Pendahuluan


Peraturan adat istiadat kita ini, pada hakikatnya sudah terdapat pada zaman kuno, zaman pra-Hindu. Adat istiadat yang sudah hidup dalam masyarakat pra-Hindu tersebut menurut ahli-ahli hukum adat adalah merupakan adat-adat melayu Polinesia. Lambat laun datang ke kepulauan kita ini kultur hindu, kemudian kultur Islam dan Kristen yang masing-masing mempengaruhi kultur asli tersebut.

Pengaruh kultur-kultur pendatang dimaksud di atas itu adalah amat besar, sehingga pada akhirnya kultur asli yang sejak lama menguasai tata kehidupan masyarakat Indonesia terdesak. Dan kini menurut keadaan serta kenyataan hukum adat yang hidup pada rakyat itu adalah hasil dari akulturasi antara peraturan-peraturan adat istiadat zaman pra-Hindu dengan peraturan-peraturan hidup yang dibawa oleh kultur hindu, kultur Islam dan kultur Kristen. 

Di dalam pokok bahasan ini akan diuraikan mengenai sejarah hukum adat dari sebelum kemerdekaan sampai sejarah hukum adat setelah kemerdekaan.
2. Tujuan Instruksional Umum (TIU) dan Sasaran Belajar (SB)

 TIU : Setelah mengikuti kuliah pada materi pokok bahasan ini diharapkan mahasiswa dapat mengerti dan memahami sejarah hukum adat, sebelum kemerdekaan dan hukum adat setelah kemerdekaan.
 SB    : Pada akhir kuliah diharapkan mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan tentang sejarah hukum adat sebelum kemerdekaan, dari awal adanya adat istiadat tersebut.
2. Menjelaskan tentang pengertian sejarah Hukum adat setelah kemerdekaan yang tetap berlaku sampai sekarang.
3. Sejarah Hukum Adat Sebelum Kemerdekaan

    a. Hukum Adat Setelah Datangnya Berbagai Agama

        1). Hukum Adat Di Zaman Hindu.

Proses masuknya budaya India pada umumnya disebut penghinduan. Hubungan dangang antara orang Indonesia dan India telah mengakibatkan masuknya pengaruh budaya India dalam budaya Indonesia.
Menurut Hilman Hadikusuma, perkembangan hukum adat sebagai aturan rakyat di zaman hindu berlaku sejak zaman Melayu Polinesia, zaman hindu Sriwijaya, Mataram, Majapahit sampai timbulnya kerajaan-kerajaan Islam.



Dengan masuknya pengaruh ajaran Hindu Budha dari India ke kepulauan Indonesia, maka di pusat-pusat pemerintahan kerajaan berlaku hukum Hindu Budha yang bercampur dengan hukum adat setempat. Sedangkan di daerah-daerah pedalaman, sebagai masyarakat adat tetap berpegang pada hukum adat setempat yang tumbuh dan berkembang dengan di sana-sini di pengaruhi pula ajaran-ajaran Hindu Budha.
 2). Hukum Adat Di Zaman Islam

     
Dengan masuknya pengaruh Islam di Indonesia pada waktu itu, maka  terjadilah perubahan-perubahan lagi dalam struktur hukum adat yang asli dan hukum adat yang telah dipengaruhi oleh agama Hindu.


Agama Islam memasuki kepulauan Indonesia dimulai dari daerah Aceh pada pertengahan akhir abad ke-12, dengan berdirinya Kesultanan Perlak, Samudra Pasai dan Aceh Darussalam. Adapun Sultan Perlak yang pertama adalah Sayid Abdul Azis dengan gelar Ardinisyah, sedangkan Sultan Samudra Pasai adalah Sultan Malikussaleh. 



Aturan hukum yang berlaku berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Adat, dengan ancaman hukuman denda, hukuman kurungan atau penjara, hukuman potong tangan, hukuman buang dan hukuman mati. 


Di zaman kekuasaan Sultan Iskandar Muda yang daerah kekuasaannya hampir meliputi seluruh pulau sumatera sampai bengkulu. Keadaan mengenai pemerintahan dan hukum di masa Iskandar Muda antara lain sebagai berikut:
(a). pelaksanaan administrasi pemerintahan digunakan aksara dan bahasa arab dan arab melayu, dengan stempel kesultanan;
(b). hukum yang berlaku adalah Hukum Islam dan Hukum Adat dan ketetapan-ketetapan sultan. Selain hukuman denda atau hukuman yang berlaku sejak zaman Sultan Al-Kahhar berlaku pula hukum kisas walaupu terhadap putra raja sendiri;

(a). Pada masa di susunnya sebuah kitap hukum adat yang bersendi hukum Islam yang disebut “Kitap Makuta Alam”. Kitap hukum ini tidak saja berlaku di wilayah kerajaan Aceh Darussalam tetapi juga dipakai di kesultanan Brunai Kalimantan Utara.
b. Hukum Adat Pada Masa Kompeni 
    
Dengan masuknya kompeni ke Indonesia membawa pengaruh terhadap hukum adat yang berlaku sudah berabad-abad lamanya dan sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia sebagai pengatur dalam kehidupan bermasyarakat.

Kompeni (VOC) adalah suatu perseroan dagang, karenanya kompeni lebih mengutamakan kepentingannya sebagai badan perniagaan. Dengan demikian maka bangunan hukum adat yang hingga saat itu sudah ada di daerah-daerah dibiarkan saja, sehingga hukum rakyat tersebut masih tetap berlaku.

Kompeni menghormati aturan hukum adat yang sudah berlaku dalam masyarakat, sepanjang kepentingannya tidak terhambat. Apabila kepentingan kompeni terhambat, maka kompeni akan menggunakan kekuasaannya terhadap bangunan-bangunan hukum adat itu sendiri. Kompeni mengakui kepentingan hukum adat tergantung pada kepentingannya.


Kompeni menghendaki bahwa di daerah kekuasaannya berlaku stelsel hukum untuk semua golongan penduduk atau semua golongan bangsa yaitu belanda,baik yang mengatur di bidang ketatanegaraan maupun di bidang hukum pribadi dan di bidang kepentingan umum.

Namun kenyataannya membuktikan bahwa hukum yang berlaku bagi orang Indonesia asli di wilayah yang dikuasai VOC, pada umumnya adalah hukum adat, terkecuali di kota betawi dan sekitarnya. Dengan demikian walaupun kompeni menghendaki berlaku hukumnya di Indonesia pada waktu itu, namun tidak dapat dilakukan sepenuhnya, oleh karena itu kompeni tetap mengakui hukum adat yang berlaku dalam masyarakat, akan tetapi hukum adat itu dianggabnya identik dengan hukum Islam.
c. Hukum Adat Pada Zaman Kolonial Belanda


Dengan terjadinya pengalihan kekuasaan dari tangan pemerintah Belanda, akan mempengaruhi kedudukan hukum adat dalam tata hukum pemerintah belanda. Penguasa Hindia Belanda menginginkan agar masa peralihan itu segera dapat dilakukan perubahan-perubahan yang difinitif di lapangan kehakiman, sebab penguasa belanda berkeyakinan bahwa asas yang senantiasa berlaku di lapangan perundang-undangan untuk golongan eropa di Indonesia disesuaikan dengan perundang-undangan di Nederland.


Sebelum berhasil dibuat ketentuan hukum tersebut, kepada komisaris jenderal diberi kekuasaan untuk mengadakan perubahan-perubahan tersendiri dalam perundang-undangan dan kebiasaan di lapangan administrasi kehakiman serta pengadilan bagi rakyat bumiputera terlepas dari peraturan untuk golongan eropa.

Jadi jelasnya Pemerintah Kolonial Belanda ingin mengakhiri berlakunya hukum adat di Indonesia dengan membuat aturan hukum yang dapat berlaku secara umum. Yaitu berlaku untuk semua golongan penduduk yang ada di Indonesia. Meskipun pemerintah kolonial belanda ingin mengakhiri berlakunya hukum adat di Indonesia pada waktu itu, namun kedudukan hukum adat yang berlaku bagi golongan pribumi masih tetap diakuinya. Sebagai dasar bagi hakim pengadilan Landrat dalam proses perkara yang berhubungan dengan golongan pribumi tersebut.
d. Hukum Adat Pada Masa Sumpah Pemuda


Pada tahun 1928 melahirkan suatu sejarah yang baru dalam bidang hukum adat. Dimana hukum adat di dalam perundangan hindia belanda yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1926 menjadi dasar berlakunya bagi golongan Indonesia asli dan timur asing, untuk kepentingan pemerintah hindia belanda mengatur ruang yang dijajahnya, maka dalam perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah mencapai puncak kebulatan tekatnya untuk bersatu tercapai dalam kongres pemuda pada tahun 1928.

Jadi pengertian hukum adat di dalam putusan kongres pemuda Indonesia pada tahun 1928 adalah sebagai “dasar persatuan bangsa” sebagai dasar hukum perjuangan melawan penjajahan untuk mewujudkan kemerdekaan. Oleh karenanya setelah kemerdekaan maka ia merupakan dasar hukum yang menjiwai pembentukan hukum nasional, menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan perundangan nasional lainnya.
4. Hukum Adat Setelah Kemerdekaan.
    a. Hukum Adat Pada Masa 1945-1950
     
Tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya dengan melepaskan diri dari belenggu penjajahan sekaligus telah berhasil menggulingkan kekuasaan yang ada sebelumnya. Kemudian tanggal 18 Agustus 1945 disahkan UUD 1945 sebagai Hukum Dasar Negara Republik Indonesia dan sejak kemerdekaan itu telah berdiri tegak kekuatan baru dari rakyat Indonesia sendiri.


Adapun sebagai dasar hukum berlakunya hukum adat adalah Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang bunyinya, “ Segala Badan Negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini”.
   Kemudian dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 ditentukan bahwa undang-undang dasar itu hanyalah merupakan sebagian dari hukum dasar. Di luar apa yang tertulis tersebut masih juga berlaku hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara.


Dengan demikian jelaslah bahwa kedudukan hukum adat pada zaman setelah kemerdekaan memperoleh tempat yang istimewa. Karena politik hukum pada masa tersebut diarahkan pada keadaan bagaimana secepat mungkin menghapuskan sistem hukum colonial belanda.
b. Hukum Adat pada Masa UUDS 1950.
   
Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 hanya mencerminkan hasil kompromi maksimal antara Negara-negara bagian dari Republik Indonesia Serikat dengan Republik Proklamasi, yang mengembangkan paham demokrasi liberal.


Dalam kaitannya dengan hukum adat maka UUDS 1950 itu menentukan dalam Pasal 25 ayat (2) yaitu “perbedaan dalam kebutuhan masyarakat dan kebudayaan hukum golongan rakyat akan diperhatikan”. Bukan untuk menimbulkan perbedaan baru, supaya perbedaan yang ada itu dengan perkembangan masyarakat akan hilang.


Sedangkan Pasal 104 adalah suatu pasal di dalamnya disebut-sebut dan dipergunakan dengan jelas untuk dapat dipergunakan sebagai dasar menjatuhkan hukum oleh pengadilan di dalam keputusan-keputusannya. Dengan demikian UUDS 1950 memandang kedudukan hukum adat itu lebih rendah dari pada hukum tertulis atau yang dikodefikasi, di dalamnya segala sesuatunya diperinci secara lengkap.
c. Hukum Adat Pada Masa 1959-1966 



Pada tahun1959 Indonesia mengalami suatu perubahan yang sangat bersejarah dan sangat fundamental dalam kehidupan ketatanegaraan. Dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan UUD 1945 dan Piagam Jakarta sebagai dokumen sejarahnya dinyatakan berlaku lagi. Untuk menggantikan kedudukan UUDS 1950 yang dinyatakan tidak berlaku lagi.


Semenjak saat itu aktifitas bidang hukum kegiatannya diarahkan kepada mencari hukum apa yang lahir dan sesuai dengan kepribadian nasional yaitu pancasila. Untuk itu perhatian diarahkan kepada UUd 1945 beserta pembukaannya, sebagai landasan esensial.


Usaha itu sampai pada suatu pendirian bahwa hukum yang demikian itu tida lain dari pada hukum adat sebagai satu-satunya stelsel hukum yang sesuai dan mampu mendukung pembangunan tata hukum nasional selaras dengan kepribadian bangsa Indonesia.



Buah pikiran tersebut pada tahun 1960 memperoleh bentuk yang lebih kuat dalam ketetapan MPRS Nomor 11/MPRS/1960 Lampiran A yang menjadikan hukum adat landasan Tata Hukum Nasional.


Tepat pada tahun 1960 dengan diundangkan UUPA yaitu UU No. 5 Tahun 1960, maka ketetapan MPRS mendapat realisasinya di dalam undang-undang tersebut. Di mana Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1960 menegaskan bahwa “ Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini, dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsure-unsur yang bersandar pada hukum agama. 
5. Latihan

1. Bagaimana sejarah Hukum Adat pada masa sebelum Indonesia merdeka?

2. Jelaskan bagaimana pengaruh datangnya agama ke Indonesia terhadap hukum adat?

3.Bagaimana keadaan hukum adat pada masa kompeni?

4.Bagaimana kedudukan dan pengakuan terhadap hukum adat pada zaman kolonial belanda?

5.Jelaskan bagaimana  kedudukan hukum adat setelah Indonesia memproklamirkan  kemerdekaannya?  

6.Bagaimana kedudukan hukum adat pada waktu terbentuknya UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria sampai dengan sekarang?  
6. Daftar Pustaka
Bushar Muhammad, 1975, Asas-Asas Hukum Adat, Suatu Pengantar, Paradnya Paramita, Jakarta.

Jamaluddin, 1997, Hukum Adat Menurut Sejarah Perkembangan Di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe.

Seminar Hukum Adat Di Yogyakarta Tanggal 15-17 Januari 1975, Diselenggarakan Oleh Badan Pembina Hukum Nasional (BPHN) Dan UGM.

Suroto Wingjodipuro, 1987, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat, CV. Haji Masagung, Jakarta.

T. Mohd. Juned, 1992, Asas-Asas Hukum Adat, Fakultas Hukum Universitas Syiahkuala, Banda Aceh.

 PROSES PEMBENTUKAN HUKUM ADAT

1. Pendahuluan

Apabila diperhatikan sejarah perkembangan hukum adat di hindia belanda, terutama pada masa awal kolonialisme, pemerintah colonial tidak mengakui hukum bangsa Indonesia sebagai hukum. Sebab pertama tidak tertulis dan kedua kalaupun ada yang tertulis tidak dibuat oleh badan pembentuk undang-undang yang diberi kekuasaan oleh Negara. 


Pandangan seperti itu timbul karena pengaruh ajaran legisme, yang menganggab tidak ada hukum kecuali undang-undang. Hukum tidak tertulis seperti hukum bangsa Indonesia, dipandang bukan hukum.

Akan tetapi lama-kelamaan berkat jasa para ethnologist pandangan seperti itu dari pemerintah colonial terhadap hukum bangsa Indonesia berubah dengan diakuinya hukum bangsa Indonesia sebagai hukum sederajat dengan hukum barat yang dibawa dari negeri belanda dengan asas konkordansi.
Di dalam pokok bahasan ini akan diuraikan mengenai unsur-unsur hukum adat, proses pembentukan hukum adat serta sumber pengenal hukum adat.
2. Tujuan Instruksional Umum (TIU) dan Sasaran Belajar (SB)

 TIU : Setelah mengikuti kuliah pada materi pokok bahasan ini diharapkan mahasiswa dapat mengerti dan memahami unsur-unsur yang terdapat dalam proses pembentukan hukum adat. 
 SB    : Pada akhir kuliah diharapkan mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan tentang unsur-unsur hukum adat.
2. Menjelaskan tentang proses pembentukan hukum adat berdasarkan pendapat para sarjana hukum adat.
3. Menjelaskan sumber pengenal hukum adat.
3. Unsur-unsur Hukum Adat

Untuk menyatakan hukum adat itu, dipakai istilah godsdientige wetten (undang-undang agama), pemakaian istilah ini mencapai puncaknya pada bagian kedua abad ke 19.
Teori Receptio In Complexu dari Salamon Keyzer dan Van Denberg.

Menurut teori ini: Adat istiadat dan hukum adat sesuatu golongan (hukum) masyarakat adalah resepsi (penerimaan) seluruhnya dari agama yang dianut oleh golongan masyarakat itu. 

Atau:

           Hukum adat sesuatu golongan masyarakat adalah hasil penerimaan bulat-bulat dari hukum agama yang dianut oleh golongan masyarakat itu. 

Jadi hukum adat orang yang beragama Islam adalah hukum Islam, hukum adat orang yang beragama hindu adalah hukum hindu dan lain sebagainya.
Hukum adat sesuatu golongan masyarakat adalah hukum agama yang dianut oleh golongan masyarakat itu, disebut Godsdientige wetten (UU agama).

Pendapat Van Den Berg ini mendapat tentangan keras dari Snouck Hurgronje dan Van Vollenhoven. 
Menurut Snouck Hurgronje: tidak semua bagian hukum agama diterima dalam hukum adat, hanya beberapa bagian tertentu saja yang sangat pribadi sifatnya, yang hubungannya erat dengan kepercayaan dan hidup batiniah.

Bagian-bagian itu adalah:  Hukum Keluarga, Hukum Perkawinan, Hukum Waris.

Jadi Menurut Snouck Hurgronje unsur hukum adat: tidak hanya unsur agama saja tetapi ada unsur asli (adat-istiadat).

Sebagian pendapat Snouck hurgronje dibantah oleh Ter Haar, hukum waris merupakan hukum adat asli, tidak dipengaruhi oleh hukum islam. Ter Haar  mengemukakan keadaan diminangkabau, hukum waris merupakan hukum adat asli.

Van Vollenhoven dalam hal ini mengatakan hal tesebut harus diterangkan dengan meninjau kembali sejarah pada waktu islam masuk ke Indonesia, adat istiadat sudah lebih dulu ada.

Kesimpulannya: Hukum Keluarga, Hukum Perkawinan, Hukum Waris, Hukum Wakaf  dipengaruhi Hukum Islam. Jadi hukum adat mempunyai unsur-unsur asli maupun unsur-unsur agama, walaupun pengaruh agama tidak begitu besar dan terbatas pada beberapa daerah saja.

Dengan demikian Hukum adat terdiri dari: Unsur Asli (adat-istiadat) dan Unsur agama.

4. Proses Pembentukan Hukum Adat
Proses pembentukan hukum adat itu apabila dibuat batasannya antara satu tahap dengan yang lainnya sebagai berikut:

“Mula-mula orang seorang dalam berhubungan satu sama lain bertingkah laku dengan cara tertentu dan apabila tingkah laku itu diulang dan kemudian karena dianggab baik diikuti pula oleh orang lain maka terjadilah pola tingkah laku. Selanjutnya apabila pola tingkah laku itu diikuti pula oleh masyarakat yang lebih luas dan dirasakan sebagai kaidah yang mengandung perintah dan larangan, maka pola tingkah laku itu disebut kebiasaan atau adat istiadat, dan apabila kebiasaan itu mempunyai sanksi disebutlah kebiasaan itu sebagai “Hukum adat”.
Mengenai proses pembentukan hukum adat dari adat istiadat , dalam Ilmu Hukum terdapat dua teori yang berpengaruh yaitu:

“Teori Terhaar: Adat istiadat itu akan menjadi hukum adat, ketika kaedah-kaedah adat istiadat itu dipergunakan oleh fungsionaris hukum adat sebagai hukum untuk menjelesaikan kasus yang dihadapkan kepadanya baik di dalam maupun diluar persengketaan. 

Menurut teori ini, perubahan adat istiadat menjadi hukum adat diperlukan tindakan formal dari hakim ( Beslissingen  leer / teori keputusan).

Atas dasar pikiran teori keputusan tersebut, yang menganggab hukum adat ada dalam keputusan hakim, maka pada masa kolonial dikumpulkanlah sebanyak-banyaknya putusan Pengadilan Adat diseluruh Hindia belanda. Putusan-putusan tersebut kemudian dihimpun dalam himpunan-himpunan  resmi  sebagaimana dimuat dalam:
1. Adatrechtbundel.

2. Pandecten van het recht

3. Indisch weekblad van het recht

4. wet en adat

5. Indisch tijd schrift van het recht

6. Hukum.

Pada masa selanjutnya kumpulan putusan pengadilan seperti itu disusun dalam himpunan dengan judul yurisprudensi, yang dihimpun oleh Mahkamah Agung dan hasil kerjasama antara Pengadilam Tinggi dengan Fakultas Hukum Negeri seluruh Indonesia.

Dalam pandangan para sarjana hukum pada masa itu, Adatrechbundel dan himpunan-himpunan lainnya itu setara dengan kitab-kitab hukum kodifikasi barat. Apabila seorang hakim mengadili berdasarkan hukum barat, akan mencari hukumnya di dalam BW, WvK WvS, sebaliknya apabila mengadili menurut hukum adat, akan mencari hukumnya di dalam himpunan-himpunan putusan hakim yang tersebut di atas.

“Teori Logemann”: Keputusan Hakim tidak menjadikan Adat Istiadat sebagai hukum. Agar putusan hakim menjadi hukum, dibutuhkan perlakuan yang sama di dalam keputusan hakim kemudian. Apabila adat istiadat telah dipergunakan oleh hakim terdahulu untuk menyelesaikan suatu perkara, kemudian diikuti berulang-ulang oleh hakim yang lain, sehingga sudah merupakan kebiasaan dalam memutus, maka adat istiadat dalam keputusan seperti itulah yang dianggab hukum adat.

5. Sumber Pengenal Hukum Adat.

Dalam membicarakan sumber hukum adat, dianggab penting terlebih dahulu dibedakan atas dua pengertian sumber hukum yaitu Welbron dan Kenbron.

Welbron Adalah: Sumber hukum adat dalam arti darimana hukum adat itu timbul, yang merupakan sumber hukum adat dalam arti yang sebenarnya atau keyakinan tentang keadilan yang hidup dalam masyarakat tertentu (Pancasila bagi masyarakat Indonesia).

Kenbron Adalah: Sumber hukum adat dalam arti dimana hukum adat itu dapat diketahui atau ditemukan atau sumber dimana asas-asas hukum adat menampakkan dirinya di dalam masyarakat sehingga dengan mudah dapat diketahui.

Diantaranya yaitu:

1. Adat kebiasaan

2. yurisprudensi

3. Norma-norma Hukum Islam yang telah meresap ke dalam adat istiadat masyarakat Indonesia Asli.

4. Kitab-kitab hukum adat

5. Buku-buku standart tentang hukum adat 

6. Pendapat ahli hukum adat.
6. Latihan

1. Sebutkan unsur-unsur pembentuk hukum adat suatu masyarakat hukum adat?
2. Apa isi teori receptio in complexu dari Van Den Berg dan Salomon Keyzer?

3. Jelaskan tahap-tahap pembentukan hukum adat dari pola tingkah laku menjadi hukum adat?

4. Sebutkan dan jelaskan dua teori yang berpengaruh dalam proses pembentukan   hukum adat?
5. Apa yang dimaksud dengan sumber pengenal hukum adat welbron, sebutkan contohnya?

6. Apa yang dimaksud dengan sumber pengenal kenbron, sebutkan contohnya?.
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CIRI-CIRI DAN SISTEM HUKUM ADAT
1. Pendahuluan


Hukum adat merupakan hukum yang hidup dalam pergaulan masyarakat sehari-hari. Dalam pertumbuhan hukum adat itu secara langsung selalu membawa kita pada dua keadaan, tertulis atau tidak tertulis, pasti dan tidak pasti, hukum raja dan hukum rakyat, dan seterusnya. Membawa kita pada dua keadaan itu adalah justru sifat dan pembawaan hukum adat sendiri.

Tiap hukum merupakan suatu sistem, artinya kompleks norma-normanya itu merupakan suatu kebulatan sebagai wujud pengejawatan daripada kesatuan alam pikiran yang hidup di dalam masyarakat.

Sistem hukum adat bersendi atas dasar alam pikiran bangsa Indonesia yang sudah barang tentu berlainan dengan alam pikiran yang menguasai hukum barat. Dan untuk dapat memahami serta sadar akan hukum adat, orang harus menyelami dasar-dasar alam pikiran yang hidup di dalam masyarakat Indonesia.
Di dalam pokok bahasan ini akan diuraikan mengenai ciri-ciri dari hukum adat dan sistem hukum adat yang berbeda dengan sistem hukum barat.
2. Tujuan Instruksional Umum (TIU) dan Sasaran Belajar (SB)

 TIU : Setelah mengikuti kuliah pada materi pokok bahasan ini diharapkan mahasiswa dapat mengerti dan memahami ciri-ciri dan sistem hukum adat. 

 SB    : Pada akhir kuliah diharapkan mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan tentang ciri-ciri hukum adat.
2. Menjelaskan tentang sistem hukum adat.
3. Menjelaskan tentang perbedaan antara sistem hukum adat dengan sistem hukum barat.
3. Ciri-Ciri Hukum Adat
a. Tidak tertulis kalaupun ada yang tertulis tidak dibuat oleh badan pembentuk Undang-Undang (Legislatif).
b. Isinya bersifat:

1). Religio Magis

Bahwa pada hukum adat terdapat unsur percaya kepada kekuatan ghaib dan tidak berdasarkan pada logika dan kenyataan semata.

Misalnya: Upacara-upacara adat lazimnya diadakan sesajen-sesajen yang ditujukan kepada roh-roh leluhur yang ingin diminta restu serta bantuannya.

2). Komunal (kebersamaan).

Menunjukkan bahwa hukum adat pada dasarnya mengatur kepentingan bersama dan kaedah-kaedahnya kebanyakan berlaku umum, tidak mengatur secara rinci individual seperti dalam hukum barat.

Misalnya: perjanjian yang berhubungan dengan tanah pertanian tidak perlu dibuat kasus perkara karena telah ada ketentuan yang baku tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam hukum adat yang berlaku umum.

Kemudian sifat kebersamaan juga terlihat dalam kebiasaan dalam masyarakat yang saling tolong-menolong dan bantu-membantu.

3). Kontan

Menunjukkan bahwa transaksi dalam hukum adat dikehendaki terjadi secara kontan, sehingga prestasi dan kontra prestasi terlaksana serentak.

Misalnya: Jual, apabila benar-benar terlihat adanya tindakan pembayaran kontan dari si pembeli serta penyerahan barang dari si penjual.

4). Kongkrit.

Menunjukkan bahwa sahnya suatu hubungan hukum menurut hukum adat, apabila perbuatan hukum itu terjadi secara nyata, adanya pemberian tanda-tanda yang kelihatan untuk bukti penegasan atau peneguhan daripada apa yang telah dilakukan atau yang dalam waktu dekat akan dilakukan.

Misalnya: pemberian panjar pada transaksi jual-beli.

4. Sistem Hukum Adat 


Hukum adat sebagai salah satu tipe hukum bangsa Indonesia mempunyai sistem sendiri yang berbeda dengan sistem hukum dari tipe hukum bangsa lainnya.

Sistem hukum adat merupakan sistem hukum khas struktur alam pikiran masyarakat Indonesia, yang bersifat religiomagis, komunal, kontan dan kongkrit. Berdasarkan struktur alam pikiran tersebut, maka sistem hukum adat tidak memerlukan kodefikasi, mengatur secara garis besar saja, tidak dibuat aturan terlebih dahulu, karena yang diatur hal-hal yang umum untuk kepentingan bersama, tidak dibedakan atas benda tetap dan bergerak, serta hak kebendaan dan perorangan, juga tidak dibedakan antara hukum privat dan hukum publik, sebab dalam hukum adat tidak dibedakan kedudukan antara penguasa dan rakyat.

5. Perbedaan antara Sistem Hukum Adat dan Hukum Barat


Apabila sistem hukum adat diperbandingkan dengan sistem hukum barat, maka akan tampak perbedaan sebagai berikut:
a. Sistem Hukum Barat





   1). Menjunjung tinggi nilai-nilai kodefikasi  
   2). Memuat peraturan yang kasuistis, artinya merinci.

   3). Hakim terikat penetapan dari kodifikasi. Hakim diberi tugas mencocokkan perkara yang dihadapi dengan penetapan kodifikasi, karenanya hakim pasif.

   4). Mengenal hak-hak kebendaan, yaitu hak-hak yang berlaku terhadap setiap orang dan hak-hak perorangan, yaitu hak-ahak atas suatu objek yang hanya berlaku terhadap seseorang tertentu saja.

   5). Terdapat pembagian hukum dalam hukum privat dan hukum public.

   6). Dikenal perbedaan benda dalam benda tetap dan benda bergerak.

   7). Perlu adanya sanksi sebagai jaminan terlaksananya penertiban.   
b. Sistem Hukum Adat

    1). Tidak menghendaki kodifikasi.

    2). Menyandarkan pada asas-asas hukum saja, artinya hanya mengatur dalam garis besar saja.

    3). Karena tidak ada penetapan (kodifikasi) maka hakim diberi kebebasan dalam mewujudkan keadilan yang hidup dalam masyarakat karenanya hakim aktif

    4). Hak-hak kebendaan dan perorangan tidak dikenal dalam hukum adat.

    5). Tidak dikenal pembagian hukum public dan privat.

    6). Perbedaan benda tetap dan bergerak tidak dikenal.

    7). Dalam hukum adat tidak ada ketentuan yang harus disertai syarat yang menjamin terlaksananya ketertiban dengan jalan mempergunakan sanksi. Hukuman adat tidak merupakan hukuman, akan tetapi hanyalah upaya adat untuk mengembalikan keseimbangan. 


6. Latihan

    1. Apa ciri dari hukum adat?
    2. Mengapa hukum adat selalu dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia?

    3. Mengapa sifat religio magis tidak bisa hilang dari kebiasaan masyarakat Indonesia?

    4. Jelaskan bagaimana sistem dari hukum adat?

    5. Jelaskan Perbedaan antara sistem hukum adat dengan sistem hukum barat?
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DASAR BERLAKUNYA HUKUM ADAT

1. Pendahuluan

Setelah kita memahami ciri dan sistem hukum adat, maka penting bagi kita untuk mengetahui pula dasar perundang-undangan berlakunya hukum adat dalam lingkungan tata tertib hukum positif Negara kita.

Dalam Undang-Undang Dasar (UUD 1945, yang diberlakukan kembali menurut Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959) tidak ada satu pasalpun yang mengatur dasar (perundang-undangan) berlakunya hukum adat.


Sebelum berlakunya kembali UUD ini, dalam Undang-Undang Dasar Sementara Pasal 104 ayat 1 mengatakan bahwa “Segala putusan Pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman menyebut aturan-aturan undang-undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu”. Tetapi ketentuan ini, yang jikalau kita mengartikan hukum adat itu seluas-luasnya memuat suatu dasar konstitusional berlakunya hukum adat, sampai sekarang belum diberikan dasar hukum penyelenggaraannya.
Di dalam pokok bahasan ini akan diuraikan mengenai dasar berlakunya hukum adat, dasar yuridis, sosiologis dan filosofis.
2. Tujuan Instruksional Umum (TIU) dan Sasaran Belajar (SB)

 TIU : Setelah mengikuti kuliah pada materi pokok bahasan ini diharapkan mahasiswa dapat mengerti dan memahami tentang dasar berlakunya hukum adat. 

 SB    : Pada akhir kuliah diharapkan mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan tentang dasar berlakunya hukum adat.
2. Menjelaskan tentang dasar berlaku yuridis, sosiologis dan filosofis.
3. Dasar Berlakunya Hukum Adat.

     a. Dasar Yuridis Dahulu Dan Sekarang
      1). Dasar Yuridis Dahulu
(a). Pasal 131 IS: “Sebelum hukum untuk orang Indonesia ditulis dalam Undang-Undang, bagi mereka akan berlaku hukum sekarang berlaku bagi mereka (hukum adat).

     (b). Pasal 131 ayat 2 sub b IS: “Bagi golongan Indonesia asli dan golongan timur asing berlaku hukum adat mereka. Tapi bilamana keperluan sosial mereka memerlukannya, maka bagi mereka dapat berlaku hukum eropa.
(c). Pasal 135 IS dan Pasal 1 RO: “Sepanjang menjangkut kedua belah pihak orang Indonesia asli atau salah satu pihak orang Indonesia asli, berlaku hukum adat”.

(d). Pasal 11 AB dan Pasal 75 ayat (3) RR: “Kepada hakim diberi wewenang untuk tidak menerapkan hukum adat, jika hukum itu bertentangan dengan dasar-dasar keadilan yang umum diakui”.

2.) Dasar Yuridis Sekarang

(a). Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945: “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

(b). Undang-Undang No. 2 Tahun 1945: “Berlaku kembali peraturan kolonial, sepanjang belum diadakan yang baru menurut UUD 1945 sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945”.

(c). Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1960: “Berlakunya hukum adat atas bumi, air, ruang angkasa, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa dan sosialisme Indonesia”.

(d). Pasal 25 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 (UU Pokok KekuasaanKehakiman):

“Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

(e). Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan  yang hidup dalam masyarakat”. 

b. Dasar Berlaku Sosiologis 

Hukum adat mempunyai dasar berlaku sosiologis, karena hukum adat merupakan  

hukum yang tumbuh, berkembang dan tanpa paksaan dari negara. Berlakunya hukum adat di dalam masyarakat semata-mata karena kemauan dan paksaan dari masyarakat itu sendiri, agar hak dan kewajiban dalam masyarakat berjalan menurut prinsip-prinsip keadilan yang disetujui bersama.

Berlakunya hukum yang didasarkan kepada kemauan dan paksaan masyarakat sebagaimana halnya hukum adat, hukum itu disebut mempunyai  dasar berlaku sosiologis.

c. Dasar Berlaku Filosofis

Hukum adat sebagai hukum yang tumbuh dari pancaran pikiran dan perasaan merupakan hukum yang lahir dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat bersangkutan. Dipertahankannya hukum adat sebagai tatanan hidup bermasyarakat oleh masyarakat Indonesia, karena kaedah-kaedah hukum adat sesuai dengan pandangan hidup mereka.

Berdasarkan kenyataan seperti disebutkan di atas, berlakunya hukum adat dalam masyarakat disebabkan adanya dari nilai-nilai pandangan hidup atau filosofinya masyarakat Indonesia.  


Berlakunya hukum atas dasar berlaku filosofis, berarti berlakunya hukum adat  itu karena tuntutan dan paksaan dari pandangan hidup orang yang bersangkutan karena kaedah-kaedah hukum adat sesuai dengan pandangan hidup mereka. 
4. Latihan

1. Apakah dasar berlakunya hukum adat di Indonesia tegas di sebutkan dalam perundang-undangan?
2. Mengapa dasar berlakunya hukum adat sebelum Indonesia meredeka perlu di tetap diketahui?
3. Apa saja dasar berlaku Yuridis hukum adat dahulu dan sekarang?

4. Apa yang dimaksud dengan dasar berlaku sosiologis hukum adat?

5. Jelaskan juga apa yang dimaksud dengan dasar berlaku filosofis hukum adat?
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STRUKTUR MASYARAKAT HUKUM ADAT

1. Pendahuluan


Siapapun yang ingin mengetahui tentang berbagai lembaga hukum yang ada dalam sesuatu masyarakat, seperti lembaga hukum tentang perkawinan, pewarisan, jual beli barang, milik tanah dan lain-lain sebagainya, harus mengetahui struktur masyarakat yang bersangkutan.

Struktur masyarakat menentukan sistem (struktur) hukum yang berlaku di masyarakat itu, Soepomo menulis, “penyelidikan hukum adat yang hingga sekarang telah berlangsung kira-kira 50 tahun, membenarkan pernyataan Van Vollenhoven dalam orasinya tanggal 2 Oktober 1901, bahwa untuk mengetahui hukum, maka perlu diselidiki untuk waktu dan di daerah manapun juga, sifat dan susunan badan-badan persekutuan hukum, dimana orang-orang yang dikuasai oleh hukum itu, hidup sehari-hari”. 
Paling terasa gunanya mempelajari masyarakat adat itu, jikalau kita hendak memahami segala hubungan hukum dan tindakan dalam masyarakat suatu hukum adat.

Dalam pokok bahasan ini akan diuraikan mengenai struktur masyarakat hukum adat, oragnisasi masyarakat hukum adat serta lembaga-lembaga adat serta fungsinya khusus yang terdapat di Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Tujuan Instruksional

 TIU : Setelah mengikuti kuliah pada materi pokok bahasan ini diharapkan mahasiswa dapat mengerti dan memahami struktur masyarakat hukum adat serta organisasi masyarakat hukum adat.
 SB    : Pada akhir kuliah diharapkan mahasiswa mampu:

1 Menjelaskan tentang struktur masyarakat hukum adat.
2 Menjelaskan tentang organisasi masyarakat hukum adat.
3 Menjelaskan tentang lembaga-lembaga adat serta fungsinya, khusus yang terdapat di Nanggroe Aceh Darussalam.
3. Struktur Masyarakat Hukum Adat

a. Struktur Masyarakat Matrilinieal.


Pada masyarakat terstruktur secara Matrilineal orang menarik garis hukum dalam menghubungkan diri dengan orang lain melalui garis perempuan. Akibat dari cara menarik garis hukum tersebut dalam bidang hukum kekerabatan dan waris serta kewajiban hanyalah terekat diantara orang-orang yang ada hubungan darah melalui garis perempuan dan anak-anak yang lahir dalam suatu perkawinan dimasukkan ke dalam clan (suku) orang tua perempuan.


Untuk menjaga kelangsungan sukunya, masyarakat terstruktur secara matrilineal memilih bentuk perkawinannya perkawinan semendo. Ciri-ciri perkawinan semendo adalah Endogami dan Matrilokal.


Endogami berarti bahwa menurut hukum adat, perkawinan yang ideal dalam sistem kawin semendo adalah apabila jodoh diambil dari kalangan sukunya sendiri. Matrilokal mengandung arti bahwa menurut hukum adat kawin semendo tempat tinggal bersama dalam perkawinan adalah di tempat tinggal istri.

Contoh masyarakat kawin semendo adalah masyarakat Minangkabau.

b. Struktur Masyarakat Patrilineal


Pada struktur masyarakat patrilineal orang menarik garis hukum dalam menghubungkan diri dengan orang lain, melalui garis laki-laki. Akibat dari cara menarik garis hukum tersebut, dalam bidang hukum kekerabatan dan waris, hak dan kewajiban hanyalah timbul diantara orang-orang yang mempunyai hubungan darah melalui garis laki-laki dan anak-anak yang lahir dari suatu perkawinan dimasukkan dalam clan (marga) orang tua laki-laki.


Untuk mempertahankan kelangsungan marganya, masyarakat terstruktur  secara patrilineal tersebut memilih bentuk perkawinan yang disebut dengan kawin Jujur. 

Ciri-ciri perkawinan jujur, yaitu Exogamie dan Patrilokal. Exogami berarti menurut hukum adat perkawinan Jujur, perkawinan yang ideal adalah apabila jodoh diambil dari luar marganya sendiri.

Patrilokal berarti menurut hukum adat perkawinan jujur, tempat tinggal bersama dalam perkawinan adalah di tempat tinggalnya suami.

Contoh masyarakat Gayo, Alas, Batak dan Bali.

c. Struktur Masyarakat Patrilineal beralih-alih.


Masyarakat terstruktur secara patrilineal beralih-alih orang menarik garis hukum dalam menghubungkan diri dengan orang lain beralih-alih antara garis perempuan dengan garis laki-laki, tergantung kepada bentuk perkawinan yang dipilih oleh orang tuanya.

Bilamana orang tuanya kawin jujur, maka anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut akan mempunyai hubungan hukum melalui garis orang tua laki-laki. Sebaliknya apabila orang tuanya kawin semendo, maka anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut akan menarik garis hukum melalui orang tuanya yang perempuan. Begitu juga garis hukum seterusnya ke atas, akan beralih-alih tergantung kepada bentuk perkawinan yang dilakukan orang tuanya.

Contoh: Masyarakat Rejang, Lebong dan Lampung Pepadon.

d. Struktur Masyarakat Bilateral/Parental.


Pada masyarakat yang terstruktur secara bilateral, orang menarik garis hukum dalam menghubungkan diri dengan orang lain, baik melalui garis laki-laki maupun perempuan. Hak dan kewajiban antara seorang dengan yang lain dalam bidang hukum kekerabatan dan waris terjalin baik melalui garis laki-laki maupun perempuan. Pada masyarakat terstruktur secara bilateral tidak ada bentuk perkawinan yang khusus, begitu juga dengan tempat tinggal bersama dalam perkawinan, tidak ada ketentuan yang tegas.

Contoh: Masyarakat Aceh, Jawa, Sunda, Makasar, Bugis.


Namun demikian di Aceh (Kabupaten Aceh Besar dan Pidie), terdapat ciri perkawinan Semendo yaitu Matrilokal. Kecuali sang suami menghendaki sang istri mengikuti tempat tinggalnya, menurut hukum adat perkawinan di Aceh diperbolehkan. Pelanggaran terhadap ketentuan Matrilokal tersebut membawa akibat hukum, istri berhak memperoleh/menuntut harta peunulang pada suami/orang tua suami, yang besarnya sebanding dengan harta peunulang seandainya diterima dari orang tuanya andaikata suami mengikuti tempat tinggal istri.


Menurut hukum adat perkawinan di Aceh pasangan suami istri yang baru kawin tempat tinggal bersama adalah di tempat tinggalnya orang tua istri. Pasangan suami istri yang baru kawin dianggab tidak serta merta mandiri sebagai sebuah keluarga. Kemandirian dari pasangan suami istri yang kawin diperlukan tindakan hukum orang tua istri. Tindakan hukum tersebut dinamakan “Peungkleh atau Peumeungkleh”  yang berarti pemisahan keluarga atau mencar.


Ketika peungkleh dilaksanakan kepada anaknya yang perempuan oleh orang tuanya diberikan harta sebagai bekal dalam pembinaan keluarga baru tersebut. Bekal tersebut dinamakan “Peunulang”. Harta peunulang tersebut biasanya berupa rumah dan tanah halamannya. Menurut hukum harta peunulang milik istri, akan tetapi pemanfaatannya untuk semua anggota keluarga dalam perkawinan itu.    

4. ORGANISASI MASYARAKAT HUKUM ADAT

a. Persekutuan Hukum


Dalam masyarakat tradisional Indonesia terdapat persekutuan-persekutuan. Persekutuan tersebut terdiri dari orang-orang yang merupakan persekutuan, yang bertindak sendiri dalam kehidupan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban.


Diantara persekutuan masyarakat tersebut ada yang merupakan persekutuan hukum dan ada pula yang bukan. Persekutuan itu merupakan persekutuan hukum bilamana memenuhi syarat untuk itu. Syarat tersebut adalah:

1). Kumpulan orang dalam persekutuan tersebut bersifat tetap.

2). Mempunyai pemerintahan dan kekuasaan sendiri.

3). Mempunyai kekayaan sendiri.

4). Persekutuan tersebut bertindak sebagai kesatuan lahir dan batin, ke dalam dan ke luar sebagai pendukung hak dan kewajiban. 

5). Sistem demokrasi berdasarkan musyawarah mufakat.


Sistem pemerintahan adat tidak mengenal pemisahan kekuasaan seperti pada sistem pemerintahan demokrasi modern, namun persekutuan hukum itu tidak dapat disebut pemerintahan totaliter. Kepala persekutuan dalam melaksanakan tugasnya selalu bermusyawarah dengan pembantu-pembantunya yang ikut dalam pemerintahan. Bahkan mengenai hal-hal yang menyangkut kepentingan orang banyak dimusyawarahkan dalam rapat-rapat desa dengan warganya yang berhak musyawarah dalam soal-soal tertentu.

b. Bentuk-bentuk Persekutuan Hukum


Ada dua faktor yang mendorong terbentuknya persekutuan hukum, yaitu faktor keturunan (genealogis) dan faktor daerah (teritorial). Kedua faktor tersebut kemudian membentuk tiga jenis persekutuan hukum, yaitu persekutuan hukum genealogis, persekutuan hukum territorial dan persekutuan hukum genealogis territorial.

1). Persekutuan Hukum Genealogis


Adalah persekutuan hukum yang warganya terikat satu sama lain dalam persekutuan karena persamaan keturunan sesungguhnya atau dalam anggapan saja seperti anak angkat.

Contoh: Belah di Gayo (Aceh Tengah) dan Alas (Aceh Tenggara), suku Pubian (Lampung), Suku dan Paruik (Minangkabau), marga (Tapanuli).

2). Persekutuan Hukum Territorial


Ialah prsekutuan hukum yang warganya terikat satu sama lain dalam suatu persekutuan hukum itu karena mereka bersama menetap dalam satu daerah (territorial) tertentu.

Contoh: Desa (Jawa, Sunda, Bali), Nagari (Minangkabau), Gampong, Meunasah (Aceh), Negori (Minahasa dan Ambon).

3). Persekutuan Hukum Genealogis-Territorial


Ialah persekutuan hukum yang warganya terikat satu sama lain dalam persekutuan hukum itu oleh ikatan satu keturunan dan juga ikatan daerah tempat tinggal mereka.

Contoh: Uma (Mentawai), Euri (Nias), Kuria dan Huta (Batak), Nagari (Minangkabau), Suku (Kalimantan), Dusun (Toraja, Maluku, Timor).

5. BENTUK-BENTUK PERSEKUTUAN HUKUM TERKECIL

    DAN SISTEM PEMERINTAHANNYA

a. Aceh


Desa di Aceh merupakan persekutuan territorial, namanya Gampong atau Meunasah. Pemerintahan Gampong dikepalai oleh seorang kepala Gampong dan disebut Keuchik. Keuchik dalam menjalankan pemerintahan Gampong dibantu oleh Teungku Meunasah dan Tuha Peuet.


Teungku Meunasah bertugas membantu Keuchik dalam bidang keagamaan dan Tuha Peuet sebagai badan penasehat, bertugas memberi nasehat kepada keuchik dalam persoalan yang menyangkut Gampong.

1). Pengangkatan Unsur pimpinan Gampong


Keuchik diangkat secara turun-temurun dalam jabatan seumur hidup. Namun sekarang berdasarkan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong, Pasal 15 Keuchik dipilih secara langsung oleh penduduk Gampong melalui pemilihan yang demokratis, bebas, rahasia, serta dilaksanakan secara jujur dan adil, kemudian Pasal 16, masa jabatan Keuchik 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya, kemudian Keuchik terpilih dilantik oleh Bupati atau Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk untuk bertindak atas nama Bupati atau Walikota dalam suatu upacara yang khusus diadakan untuk itu di Gampong yang bersangkutan.


Teungku Meunasah diangkat dan di pilih dari orang-orang yang ahli Agama Islam. Jabatan Teungku Meunasah merupakan jabatan profesional dan karena itu tidak diangkat berdasarkan keturunan.


Tuha Peuet merupakan Badan Perwakilan Gampong  yang terdiri dari unsur Agama, tokoh adat, pemuka masyarakat,  dan cerdik pandai yang ada di Gampong. Tuha Peuet Gampong dibentuk melalui musyawarah Gampong, pengesahan pengangkatan Tuha Peuet Gampong dilaksanakan oleh Bupati atau Walikota (Qanun Nomor 5 Tahun 2003).

2). Sifat Tugas Keuchik


Keuchik sebagai penguasa puncak mempunyai tugas rangkap, yaitu sebagai pimpinan masyarakat, sebagai pelaksana pemerintah, sebagai polisi dan juga sebagai hakim. Karena itu segala urusan Gampong dapat diselesaikan secara cepat dan tuntas.


Di Aceh, selain persekutuan Hukum adat Gampong terdapat pula persekutuan Hukum Adat Laot, yaitu persekutuan yang berhubungan dengan penangkapan ikan di laut. Persekutuan tersebut berkedudukan pada suatu kuala yang menjadi pusat pendaratan ikan dari perahu nelayan dengan wilayah lautan radius tertentu dari suatu kuala.


Pimpinan persekutuan Hukum adat Laot disebut Panglima Laot, pengangkatannya dilakukan melalui pemilihan oleh anggota nelayan dalam wilayah persekutuan Hukum Adat Laot bersangkutan. Jabatan Panglima Laot bersifat profesional, calon Panglima Laot dipilih dari kalangan pawang laot, yaitu pimpinan perahu nelayan (sejenis nahkoda kapal) yang ahli dalam bidang kelautan.


Tugas Paglima Laot secara garis besar meliputi tugas mempertahankan dan memelihara Hukum Adat Laot, yang meliputi bidang pemeliharaan lingkungan.

Panglima Laot memegang kekuasaan tentang pengaturan tempat penangkapan dan pendaratan ikan serta saat tidak dipantangkan turun ke laut menangkap ikan.

3). Bidang Sosial

Panglima Laot menjadi pimpinan urusan sosial yang menyangkut nelayan dalam menjalankan mata pencaharian di laut, seperti pertolongan terhadap orang yang tenggelam atau dibawa arus. Apabila terjadi musibah seperti itu, setiap nelayan diharuskan memberi pertolongan atau mencarinya selama tiga hari terus menerus.

4). Bidang Peradilan


Panglima Laot, bertindak sebagai Hakim terhadap perselisihan yang terjadi dalam wilayah panglima Laotnya, khusus mengenai pelanggaran hukum adat laot. Karena itu dalam kekuasaan panglima laot sebagai hakim tidak termasuk pelanggaran Hukum Pidana.

b. Gayo (Kabupaten Aceh Tengah).


Di Aceh Tengah persekutuan hukumnya berupa bagian clan yang patrilineal dan exogam, anggota-anggotanya berdiam tersebar dalam kelompok-kelompok rumah tangga bersama-sama bagian clan lain, sehingga membentuk sebuah dusun yang merupakan tempat kediaman. Clan di gayo disebut Belah.


Unsur-unsur pimpinan sebuah dusun, terdiri dari:

1). Reujeu yaitu kepala bagian clan sebagai pimpinan warga Persekutuan Hukum bersangkutan yang berdiam dalam sebuah dusun.

2). Petue, merupakan pembantu reujeu dalam bidang pemerintahan dusun.

3). Imeum, merupakan pembantu reujeu dalam urusan keagamaan.

c. Batak


Masyarakat Batak di Tapanuli terdiri dari clan-clan yang disebut marga yang patrilineal dan exogam. Persekutuan Hukum di Batak bukan berdasarkan genealogis dari clan-clan, merupakan Persekutuan Hukum Territorial yang berbentuk persekutuan daerah yang disebut Nagori, Kuria dan Lahas. Dalam setiap persekutuan daerah terdapat pula persekutuan kampung yang disebut Huta.


Pimpinan dalam sebuah Kuria atau Lahas dilaksanakan oleh unsur-unsur pimpinan yang terdiri dari:

1). Raja Panusunan, yang memegang jabatan Kepala Kuria.

2). Kahanggi ni raja, adalah pembantu kepala kuria yang duduk dalam pemerintahan kuria sebagai wakil dari marga kepala kuria yang bersangkutan.

3). Bayo-bayo na go ang, ialah orang yang duduk dalam pemerintahan kuria sebagai wakil dari marga borunya marga raja.

4). Natoras, orang yang duduk dalam pemerintahan sebagai wakil dari pihak marga penumpang.

Catatan:


Di dalam masyarakat Batak suatu perkawinan hanya dapat dilangsungkan hanya jika ada sedikitnya tiga Clan (marga). Sebab masing-masing marga mempunyai hubungan tetap dengan sebuah marga yang lainnya untuk mengambil wanita sebagai jodoh laki-laki marga itu, di Batak juga terdapat larangan perkawinan yang disebut Assyme Tris Connubium, yaitu larangan pengambilan jodoh bertimbal balik antara dua marga.


Dalam perkawinan seperti itu, marga yang menerima wanita disebut boru atau beru, sedang marga yang menyerahkan wanita disebut hula-hula atau mora.


Pemerintahan dalam persekutuan daerah tersebut berada ditangan wakil-wakil marga tanah. yang diangkat menjadi kepala negori, kuria, lahas dan huta adalah orang dari marga asal yaitu turunan dari orang-orang pendiri huta, marga lain yang ikut menetap dalam sebuah huta tidak mempunyai hak penuh atas tanah yang didiaminya. Marga boru dari marga tanah mempunyai hak duduk dalam pimpinan pemerintahan sebagai wakli marga penumpang.

d. Minangkabau


Di Minangkabau persekutuan hukum yang territorial berupa Nagari. Anggota-anggota clan yang disebut suku tidak merupakan persekutuan hukum. Kecuali bila mereka bertempat tinggal bersama dalam sebuah Nagari.


Pemerintahan Nagari dilaksanakan oleh unsur-unsur pimpinan yang terdiri dari:

1). Penghulu-penghulu Andiko dari semua paruik di daerah Bonicaniago atau keempat penghulu-penghulu suku di daerah Kotapiliang.

2). Kepala Nagari, memimpin penghulu-penghulu andiko dan keempat penghulu suku.

3). Kerapatan Nagari, sebagai pemegang kekuasaan legislatif tertinggi.

Rapat-rapat diadakan di balai, semua anggota duduk sederajat dan segala putusan diambil dengan suara bulat yang dalam bahasa Minangkabau disebut Sekato. Begitu juga segala persoalan yang penting yang membutuhkan pemecahan bersama diselesaikan dengan musyawarah mufakat.

Pengadilan pada tingkat pertama dilaksanakan oleh penghulu suku. Apabila putusan penghulu suku tidak memuaskan salah satu pihak atau kedua belah pihak, perkara tersebut dapat diminta pemeriksaan ulang (banding) pada kerapatan nagari. Akan tetapi bagi perkara-perkara yang sifatnya berat langsung diperiksa oleh Kerapatan Nagari.

e. Bali


Di Bali terdapat tiga macam persekutuan hukum, yaitu persekutuan hukum desa, persekutuan hukum pemujaan dan persekutuan hukum subak.

Persekutuan Hukum Desa, merupakan persekutuan hukum territorial, kepala desa disebut Klian.

Persekutuan Hukum Pemujaan, merupakan persekutuan hukum genealogis dengan anggota-anggotanya bertempat tinggal terpencar-pencar dalam desa.

Persekutuan Hukum Subak, persekutuan hukum yang anggotanya terdiri dari pemilik sawah. Pengurus subak adalah wakil-wakil pemilik sawah.

f. Jawa


Desa di Jawa merupakan persekutuan hukum territorial. Di Jawa Tengah dan Timur yang sebenarnya adalah lingkungan tempat tinggal yang bernama Krajan, dengan dukuh-dukuh kecil yang terletak di bawah kekuasaan kepala desa. Kepala Desa disebut Kuwu, Bekel, Lurah atau petinggi. Kepala desa memegang kekuasaan bersifat aristokratik.


Dalam menjalankan pemerintahan desa, Kepala Desa dibantu oleh:

1). Kamitua, sebagai wakil lurah.

2). Carik, sebagai Sekretaris.

3). Kebayan, sebagai pesuruh.

4). Modin atau Lebe atau Alim atau Kotib, sebagai pembantu lurah dalam bidang keagamaan.   

6.Latihan

1. Apa itu srtuktur masyarakat hukum adat?
2. Sebutkan dan jelaskan macam-macam struktur masyarakat hukum adat, serta berikan contohnya masing-masing?
3. Sebutkan syarat-syarat agar suatu persekutuan bisa menjadi persekutuan hukum dalam organisasi masyarakat hukum adat?

4. Sebutkan bentuk-bentuk persekutuan hukum yang terdapat dalam organisasi masyarakat hukum adat?
5. Sebutkan bentuk-bentuk persekutuan hukum yang terkecil dan sistem pemerintahan tiap-tiap daerah di Indonesia?
6. Sebutkan lembaga-lembaga adat yang terdapat dalam persekutuan hukum terkecil di masing-masing daerah?
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HUKUM ADAT PRIBADI

1. Pendahuluan


Hukum pribadi, pada dasarnya mengatur hak-hak dan kewajiban dari subjek hukum, yang merupakan subjek hukum dalam hukum adat. Pada dasarnya setiap subjek hukum mempunyai hak, maka subjek hukum itu mempunyai hak untuk bersikap tindak atau berperilaku. Bersikap tindak dan berperilaku di sini diartikan sebagai sikap tindak atau perilaku yang mempunyai akibat hukum, serta kaitannya dengan kecakapan seseorang sebagai subyek hukum untuk berperilaku hukum.


Dalam pokok bahasan ini akan diuraikan mengenai titik tolok dalam hukum adat pribadi, ruang lingkup serta subjek hukum adat pribadi.
2. Tujuan Instruksional

 TIU : Setelah mengikuti kuliah pada materi pokok bahasan ini diharapkan mahasiswa dapat mengerti dan memahami tentang  hukum adat pribadi yang terdapat dalam hukum adat. 

 SB    : Pada akhir kuliah diharapkan mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan tentang titik tolok dalam hukum adat pribadi. 
2. Menjelaskan tentang ruang lingkup dalam hukum adat pribadi.
3. Menjelaskan tentang subjek hukum adat pribadi. 
3. Titik Tolak dan Ruang Lingkup Hukum Adat Pribadi


Ruang lingkup pertama yang akan dibicarakan disini, siapa yang merupakan subyek hukum menurut hukum adat. Karena setiap subyek hukum itu mempunyai hak untuk bersikap tindak dan berperilaku, apakah setiap subyek itu bersikap tindak atau berperilaku yang dapat mempunyai akibat hukum; dengan lain perkataan apakah setiap subyek hukum itu cakap untuk berperilaku hukum, ini merupakan ruang lingkup selanjutnya yang akan dibicarakan.

4. Subyek Hukum Adat pribadi

 Mengenai siapa yang merupakan subyek dari hukum pribadi, menurut hukum adat, disamping pribadi kodrat (natuurlijk persoon)/manusia sebagai subyek hukum, diakui juga pribadi hukum (rechtspersoon)/badan hukum sebagai subyek hukum yang merupakan ciptaan hukum.

a. Pribadi Kodrat Sebagai Subyek Hukum


Pada dasarnya, pribadi kodrat itu telah mempunyai hak dan juga kewajiban, sejak dilahirkan sampai meninggal dunia. Pengecualiannya ada misalnya dalam hukum barat, dimana diatur bahwa seorang anak yang masih berada dalam kandungan ibunya, karena kepentingan-kepentingan tertentu dianggab telah mempunyai hak dan kewajiban (pasal 2 BW; yang merupakan fisik hukum).

Atas dasar ini, maka pribadi kodrat mempunyai hak untuk bersikap tindak atau berperilaku yang mempunyai akibat hukum. Namun demikian kenyataannya walaupun setiap pribadi kodrat berhak untuk bersikap tindak atau berperilaku (hukum), tetapi tidak setiap pribadi kodrat itu dianggab mampu atau cakap bersikap tindak atau melakukan sikap tindak hukum. Kecakapan bersikap tindak atau berprilaku dalam hukum adat itu ada, apabila yang bersangkutan telah dewasa.


Menurut Ter Haar, pengertian dewasa Menurut hukum adat adalah (B ter Haar Bzn 1950:140).

     “…..pada saat pria atau wanita menikah dan memisahkan diri dari rumah tangga orang tuanya atau mertuanya, dan mempelai tadi mempunyai rumah tangga yang berdiri sendiri”. 


Namun demikian, masalah kedewasaan seseorang menurut hukum adat sering kali tergantung pada penilaian masyarakat setempat. Misalnya, di dalam keadaan dimana orang tua telah meninggal dunia, maka urusan rumah tangga biasanya diselenggarakan oleh anak laki-laki tertua walaupun belum menikah.


Bagaimanakah halnya apabila seseorang yang masih bujangan atau gadis meneruskan pendidikannya disuatu perguruan tinggi dan kemudian bekerja, tetapi belum menikah; apakah juga dianggab belum dewasa, sehingga dianggab belum cakap untuk bersikap tindak atau berprilaku dalam hukum.


Terhadap masalah ini, maka ter haar menyatakan bahwa (B ter Haar Bzn 1950:140), “ Keadaan berhenti sebagai anak yang tergantung kepada orang tua merupakan saat berakhirnya masa belum dewasa menurut hukum adat; bukan lagi saat menikah”.


Menurut Soepomo dalam bukunya “Adatprivaatrecht van West Java, yang menyatakan bahwa, “ Seseorang sudah dianggab dewasa dalam hukum adat, apabila seseorang sudah kuat gawe (mampu untuk bekerja secara mandiri), cakap untuk mengurus harta benda serta keperluannya sendiri, serta cakap untuk melakukan segala tata cara pergaulan hidup kemasyarakatan termasuk mempertanggungjawabkan segala tindakannya”.


Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung, maka “ seorang telah dinaggab dewasa apabila usianya telah mencapai 15 tahun (Keputusan Mahkamah Agung tertanggal 1 Juni 1955 nomor 53K/Sip/1955). 

Di dalam keputusannya yang lain, Mahkamah Agung menentukan, bahwa “untuk daerah Jakarta, maka seseorang yang telah mencapai usia 20 tahun dan sudah cakap untuk bekerja, dianggab sudah dewasa (Keputusan tertanggal 2 November 1976 nomor 601K/Sip/1976).


Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa menurut hukum adat “ seseorang akan dianggab dewasa, apabila telah berhenti menjadi anak rumah, ukuran tersebut hanya dapat diterapkan dengan cara menelaah peristiwa-peristiwa yang terjadi, yang kemudian oleh masyarakat dianggab menjadi tolok ukur bagi kedewasaan seseorang warga masyarakat.

b. Pribadi Hukum (badan hukum) Sebagai Subyek Hukum


Di muka telah dikemukakan, bahwa pribadi hukum merupakan pribadi (dalam bahasa Belanda: “persoon”) ciptaan hukum. Adanya pribadi hukum setidak-tidaknya akan dapat dilihat pada sebab-sebab sebagai berikut (Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto 1979:74, 75):

1. Adanya suatu kebutuhan untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tertentu atas dasar kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersama (oleh Pribadi-pribadi modrat).

2. Adanya tujuan-tujuan idiil yang perlu dicapai tanpa senantiasa tanpa tergantung pada pribadi-pribadi kodrat secara perorangan.

Sebagai subyek hukum, maka pribadi hukum harus mempunyai tujuan dan harta kekayaan sendiri, terlepas dari harta kekayaan pribadi para pribadi kodrat yang menjalankannya. Dengan demikian sebagai subyek hukum, maka pribadi hukum dapat melakukan hubungan hukum, terlihat dalam suatu peristiwa hukum, dan seterusnya.


    
Suatu contoh dari pribadi hukum menurut hukum adat, adalah masyarakat hukum adat. Masyarakat hukumadat sebagai subyek hukum diwakili oleh kepala adat. Dengan demikian kepala adat mewakili masyarakat hukum adat sebagai pribadi hukum, oleh karenanya masyarakat hukum adat merupakan satu kesatuan penguasa, kesatuan lingkungan hidup dan kesatuan hukum yang mempunyai kekuasaan sendiri serta harta kekayaan sendiri yang berupa benda yang tampak dan yang tidak kelihatan.


Masyarakat hukum adat, misalnya, dusun-dusun, marga, desa dan lain sebagainya. Selain daripada itu, maka suatu perkumpulan juga merupakan pribadi hukum menurut hukum adat, oleh karena mereka merupakan suatu kesatuan yang berdiri sendiri, dimana pengurusnya bersikap tindak atau berprilaku hukum.

 Contohnya adalah, misalnya subak di Bali. Subak mempunyai kepala sendiri, ialah klian banjar yang bertanggung jawab kepada seorang kepala adat yang ada diatasnya. Warga subak adalah para pemilik atau penggarab sawah-sawah yang menerima air irigasinya dari bendungan-bendungan yang diurus oleh suatu subak.


Mengenai masyarakat hukum adat sebagai pribadi hukum ada beberapa Keputusan Mahkamah Agung, yang secara tidak langsung menjangkut masyarakat hukum adat sebagai pribadi hukum. Yaitu:

1. Keputusan tertanggal 19 September 1956 nomor 39K/Sip/1956 yang menjangkut hak desa atas tanah di daerah lamongan. Intnya adalah bahwa orang yang mendapatkan tanah dari desa dasar pinjaman, dapat mengalihkannya pada pihak lain apabila ada persetujuan dari desa.

2. Keputusan tertanggal 9 Maret 1960 nomor 65K/Sip/ 1960 yang menjangkut hak desa atas tanah di daerah Klaten. Intinya adalah untuk sahnya pemindahan atas tanah, diperlukan keputusan desa.

5. Latihan

1. Apa itu hukum adat pribadi?
2. Bagaimana titik tolok dalam hukum adat pribadi dalam hukum adat?
3. Jelaskan ruang lingkup dalam hukum adat pribadi?

4. Siapa saja yang termasuk dalam subjek hukum adat pribadi?
5. Jelaskan siapa pribadi kodrat sebagai subjek hukum dalam hukum adat pribadi?
6. Siapa pribadi hukum sebagai subjek hukum dalam hukum adat pribadi?
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HUKUM PERKAWINAN ADAT

1. Pendahuluan


Apabila kita sukar untuk menentukan bagaimana ciri-ciri rupa orang indonesia, begitu pula kita akan sukar mengemukakan bagaimana ciri-ciri hukum perkawinan adat yang berlaku dalam berbagai lingkungan masyarakat adat. Hal mana ditunjukan oleh berbagai macam alat perlengkapan yang menyertai suatu upacara perkawinan. Dari pakaian mempelai yang serba macam menunjukan latar belakang hukum perkawinan adat yang berbeda-beda dikalangan masyarakat bangsa Indonesia.


Namun demikian walaupun di sana-sini berbeda-beda, tetapi dikarenakan rumpun asalnya adalah bangsa melayu purba, maka walaupun berbeda-beda masih dapat ditarik persamaan dalam hal-hal yang pokok. Hampir disemua lingkungan masyarakat hukum adat menempatkan masalah perkawinan sebagai urusan keluarga dan masyarakat, tidaklah perkawinan itu semata-mata urusan pribadi yang melakukan perkawinan itu saja.


Kita sekarang telah mempunyai Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang merupakan hukum nasional yang berlaku bagi setiap warga negara Republik Indonesia, yang merupakan hasil produk legislatif yang pertama yang memberikan gambar yang nyata tentang kebenaran dasar azasi kejiwaan dan kebudayaan “Bhineka Tunggal Ika”. Tetapi adanya undang-undang tersebut belum berarti bahwa di dalam pelaksanaan perkawinan dikalangan masyarakat sudah terlepas dari pengaruh hukum adat, yang masih diliputi hukum adat sebagai hukum rakyat yang hidup dan tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara.


Bahkan dikarenakan perbedaan-perbedaan hukum adat yang berlaku setempat, sering kali menimbulkan perselisihan antara para pihak yang bersangkutan. Jika terjadi perselisihan dalam mencari jalan penyelesaian bukan ditangani oleh pengadilan agama atau pengadilan negeri tetapi ditangani oleh keluarga atau kerabat yang bersendikan kerukunan, keselarasan dan kedamaian.


Dalam pokok bahasan ini akan diuraikan mengenai pengertian perkawinan adat, sistem dan asas-asas perkawinan adat serta bentuk-bentuk perkawinan adat.

2. Tujuan Instruksional

 TIU : Setelah mengikuti kuliah pada materi pokok bahasan ini diharapkan mahasiswa dapat mengerti dan memahami tentang  hukum perkawinan adat.  

 SB    : Pada akhir kuliah diharapkan mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan tentang pengertian perkawinan adat. 

2. Menjelaskan tentang sistem dan asas-asas perkawinan adat.
3. Menjelaskan tentang bentuk-bentuk perkawinan adat dalam hukum adat.
3. Pegertian Perkawinan Adat


Perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga suatu hubungan hukum yang menjangkut para anggota kerabat dari pihak isteri dan dari pihak suami. Terjadinya perkawinan berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.


Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai “perikatan perdata”, tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan juga sekaligus merupakan “prikatan kekerabatan dan ketetanggaan”. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menjangkut hubungan-hubungan adat-istiadat, kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menjangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.


Oleh karenanya Ter Haar menyatakan bahwa “perkawinan itu urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi (Ter Haar, 1960: 158); dan begitu pula ia menjangkut urusan  keagamaan. Sebagaimana dikatakan Van Vollenhoven bahwa “dalam hukum adat banyak lembaga-lembaga dan kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan tatanan dunia di luar dan di atas kemampuan manusia. 


Perkawinan dalam arti “perikatan adat ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan “rasan sanak”(hubungan anak-anak, bujang-gadis) dan “rasan tuha” (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami isteri).


Setelah terjadi ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga/kerabat) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan.

4. Asas-Asas Perkawinan.


Sehubungan dengan asas-asas perkawinan yang dianut oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka asas-asas perkawinan menurut hukum adat adalah sebagai berikut:

a). Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.

b). Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama dan atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat.

c). Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai isteri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat.

d). Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau isteri yang tidak diakui masyarakat adat.

e). Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak. Begitu pula walaupun sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan izin orang tua/ keluarga dan kerabat.

f). Perceraian ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan. Perceraian antara suami dan isteri dapat berakibat pecahnya hubungan kekerabatan antara dua pihak.

g).Keseimbangan kedudukan antara suami dan isteri-isteri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, ada isteri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan ada isteri yang bukan ibu rumah tangga.

Dengan telah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diharapkan agar masyarakat hukum adat akan dapat menyesuaikan hukum adatnya dengan undang-undang tersebut. Sejauh mana masyarakat akan menyesuaikan dirinya tergantung dari pada perkembangan masyarakat adat itu sendiri dan kesadaran hukumnya.

5. Bentuk-Bentuk Perkawinan


Dikarenakan sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat adat di Indonesia berbeda-beda, maka terdapat bentuk-bentuk perkawinan yang berbeda-beda pula. Bentuk-bentuk perkawinannya adalah:

a. Perkawinan Jujur


Bentuk perkawinan jujur adalah perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran “jujur”( “onjok”, Gayo:”beli”, maluku;”belis”,Timor; “tuhor”) dari pihak pria kepada pihak wanita, sebagaimana terdapat di daerah Batak, Nias, Lampung, Bali, Sumba, Timor. Dengan diterimanya uang atau barang jujur oleh pihak wanita, maka berarti setelah perkawinan si wanita akan mengalihkan kedudukannya ke dalam keanggotaan kerabat suami untuk selama ia mengikatkan dirinya dalam perkawinan itu, atau sebagaimana berlaku di daerah batak dan lampung untuk selama hidupnya.


Dengan pembayaran uang dan barang jujur dari kelompok kerabat pria kepada kerabat wanita dengan tujuan memasukkan wanita ke dalam bagian gens suaminya, demikian pula anak-anaknya, yang selaku warga generasi termuda bertugas melanjutkan garis hidup clan ayahnya.


Dengan diterimanya uang atau barang jujur, berarti si wanita mengikatkan diri pada perjanjian untuk ikut pihak suami, baik pribadi maupun harta benda yang dibawa akan tunduk pada hukum adat suami, kecuali ada ketentuan lain yang menjangkut barang-barang bawaan isteri tertentu. Setelah isteri berada pada tangan suami, maka isteri dalam segala perbuatan hukumnya harus berdasarkan persetujuan suami, atau atas nama suami atau atas persetujuan kerabat suami. Isteri tidak boleh bertindak sendiri, baik dalam hubungan kekerabatan maupun dalam hubungan kemasyarakatan.

b. Perkawinan Semenda


Perkawinan semenda adalah bentuk perkawinan tanpa pembayaran jujur dari pihak pria kepada pihak wanita. Setelah perkawinan pria harus menetap di pihak kekerabatan isteri atau bertanggung jawab meneruskan keturunan wanita di pihak isteri. Adakalanya biarpun tidak ada pembayaran jujur, namun pihak pria harus memenuhi permintaan uang atau barang dari pihak wanita.


Perkawinan semenda dalam arti yang sebenarnya adalah perkawinan dimana suami setelah perkawinan menetap dan berkedudukan di pihak isteri dan melepaskan hak dan kedudukannya dipihak kerabatnya sendiri.


Bentuk perkawinan semenda terdapat di daerah minangkabau yang susunan kekerabatannya matrilineal. Di minangkabau pihak wanita yang meminang pria harus memberikan uang atau barang “panjapui” yang jumlahnya menurut tingkat kedudukan dari pria, kadang-kadang jumlah itu cukup tiggi dikarenakan kedudukan pria lebih tinggi dari wanita.

c. Perkawinan Mentas


Perkawinan mentas (mencar, jawa) adalah bentuk perkawinan dimana kedudukan suami isteri dilepaskan dari tanggung jawab orang tua atau keluarga kedua pihak, untuk dapat berdiri sendiri (mandiri, jawa) membangun keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal. Orang tua atau keluarga dalam perkawinan mentas ini hanya bersifat membantu memberikan “sangu ceceker” atau bekal hidup dengan pemberian harta kekayaan secara “lintiran” (pewarisan sebelum orang tua wafat) berupa rumah atau tanah pertaian sebagai barang “gawan” (pembawaan) dalam perkawinan mereka. Hal mana dapat dilakukan oleh kedua pihak orang tua, baik dari pihak suami maupun pihak isteri.


Setelah terjadinya perkawinan tidak merupakan masalah apakah suami akan ikut pihak isteri, semuanya itu diserahkan kepada kesediaan dari pihak pria dan wanita yang melakukan perkawinan, oleh karena dalam bentuk kawin mentas tidak ada masalah perkawinan jujur atau semenda.

d. Perkawinan Anak-Anak


Di beberapa lingkungan masyarakat adat tidak saja pertunangan dapat berlaku sejak masa “bayi”, seperti berlaku di daerah Ogan Tengah Prabumulih Sumatera Selatan, tetapi dapat juga berlaku perkawinan antara pria dan wanita yang masih belum baligh, atau antara pria yang sudah dewasa dengan wanita yang masih anak-anak, atau sebaliknya wanita yang sudah dewasa sedangkan suaminya masih anak-anak.


Di beberapa daerah perkawinan anak-anak merupakan perbuatan yang tidak dilarang, seperti dikalangan masyarakat adat di daerah kurinci (jambi), Toraja (sulawesi tengah), Pulau Rote (Nusa Tenggara Timur), di daerah bali perkawinan anak-anak adalah perbuatan yang dilarang.


Dalam agama islam tidak merupakan halangan bagi perkawinan anak-anak. Bila orang ingin melangsungkan perkawinan tersebut, maka sering kali dilaksanakan dulu upacara-upacara akad nikah menurut hukum islam (kawin Gantung), sedangkan upacara perkawinan adat baru dilangsungkan sesudah pasangan muda-mudi itu cukup dewasa.

e. Perkawinan Bermadu.


Hampir di semua lingkungan masyarakat adat terdapat perkawinan bermadu, dimana seorang suami di dalam satu masa mempunyai beberapa orang isteri (“grahasta tresna”, bali, “meguwai” lampung).

Dikalangan masyarakat yang beragama islam perkawinan dengan beberapa isteri dapat dilakukan dengan syah berdasarkan Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 3 yang menyatakan:

“Kamu boleh kawin dengan wanita yang kamu pandang baik, dua atau tiga atau empat, tetapi jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap mereka, kawinlah seorang saja”.


Meskipun diperkenankan namun dikalangan rakyat pada sebagian besar suku bangsa sangatlah tidak lazim adanya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan dua orang wanita atau lebih dalam waktu yang bersamaan. Hal itu hanya terdapat dikalangan lapisan atas. Di situ jarang terdapat larangan terhadap poligami seperti halnya Tnganan Pagringsingan (Bali).


Wanita yang berasal dari lingkungan lapisan yang lebih rendah dari pada pria, sering kali menduduki posisi sebagai isteri kedua, sebagai selir. Sedangkan wanita yang berkelas sosial yang sederajat menduduki isteri pertama. Meskipun wanita yang berposisi lebih rendah dinikahi lebih dahulu, namun ia hanya berkedudukan sebagai isteri kedua. Tempat isteri pertama dapat diduduki oleh seorang wanita yang dinikahi kemudian, jika ia berstatus sosial sederajat dengan suaminya. Yang berhak penuh atas warisan atau jabatan sang ayah hanyalah anak-anak isteri utama atau yang diadopsi olehnya (Lampung, Bali).

f. Perkawinan Campuran


Perkawinan campuran adalah perkawinan yang terjadi antara pria dan wanita yang berbeda keanggotaan masyarakat hukum adatnya, misalnya terjadi perkawinan antara pria dari masyarakat adat Lampung beradat Pepadun dan wanita dari masyarakat adat peminggir, atau perkawinan antara pria dari masyarakat adat batak dengan wanita dari masyarakat adat jawa, atau juga terjadi perkawinan antara orang jawa dengan orang cina warga negara Indonesia.


Apabila seorang wanita melakukan perkawinan jujur berarti ia melepaskan kewargaan adat kekerabatan orang tuanya dan masuk dalam kewargaan adat suami, sebaliknya jika pria melakukan perkawinan semenda lepas, maka ia melepaskan kewargaan adat kerabatnya dan masuk kewargaan adat isterinya.

Kedudukan hukum sebagai kewargaan adat ini tentunya tidak menjadi masalah dalam masyarakat adat yang menganut adat perkawinan mentas, seperti dikalangan masyarakat adat jawa yang bersifat teritorial, dimana keluarga bukan merupakan suatu persekutuan hukum adat. 
6. Latihan

1. Apa itu perkawinan adat?

2. Jelaskan pengertian hukum perkawinan adat?

3. Bagaimana sistem perkawinan dalam hukum hukum adat?

4. Sebutkan bentuk-bentuk perkawinan adat dalam hukum adat?

5. jelaskan daerah mana yang menganut perkawinan jujur, semenda, mentas, anak-anak, bermadu dan perkawinan campuran? 
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HUKUM TANAH

1. Pendahuluan


Salah satu unsur esensial pembentuk negara, tanah memegang peran vital dalam kehidupan dan penghidupan bangsa pendukung negara yang bersangkutan, lebih-lebih yang corak agrarisnya berdominasi. Untuk mencapai tujuan itu, diperlukan campur tangan penguasa, yang berkompetent dalam urusan tanah, khususnya mengenai lahirnya, berpindahnya dan berakhirnya hak milik atas tanah.


Di lingkungan hukum adat, campur tangan itu dilakukan oleh kepala berbagai persekutuan hukum, seperti kepala pengurus desa. Sedangkan dilingkungan BW oleh seorang pejabat yang bertugas mengurus hal balik nama dari tanah eigendom, tanah erfpacht dan lain-lain (sekarang kepala kantor kadaster).


Bagi persekutuan-persekutuan hukum Indonesia yang kecil ( terutama yang bersifat teritorial) dan hampir seluruhnya bertitik tumpu pada pertanian, suatu wilayah bukan hanya merupakan tempat mempertahankan hidup semata,  tanah merupakan modal utama bagi bagian terbesar bagi wilayah-wilayah itu bahkan merupakan satu-satunya modal.


Sehubungan dengan itu, maka uraian tentang hukum tanah akan diawali dengan uaraian persekutuan hukum, sebab hak-hak perorangan dalam dalam persekutuan tersebut dapat juga dipandang sebagai pelaksanaan dari hukum tanah oleh masing-masing anggota persekutuan. Hak-hak persekutuan dan hak-hak perorangan setiap anggotanya pengaruh-mempengaruhi. Hak persekutuan disebut hak purba, hak pertuanan, hak ulayat, dan di masa lalu merupakan hak tertinggi atas tanah adat di seluruh nusantara.


Dalam pokok bahasan ini akan diuraikan mengenai hak purba masyarakat hukum adat, hak perorangan dalam hukum adat serta transaksi tanah.

2. Tujuan Instruksional

 TIU : Setelah mengikuti kuliah pada materi pokok bahasan ini diharapkan mahasiswa dapat mengerti dan memahami tentang  hukum tanah dalam hukum adat. 

 SB    : Pada akhir kuliah diharapkan mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan tentang hak purba masyarakat hukum adat. 

2. Menjelaskan tentang hak perorangan dalam hukum adat.
3. Menjelaskan tentang transaksi tanah dalam hukum adat. 

3. Hak Purba Masyarakat (Hak Masyarakat Hukum Adat)


Hak purba ialah hak yang dipunyai oleh suatu suku (clan/gens/stam), sebuah serikat desa-desa ( dorpenbond) atau biasanya oleh sebuah desa untuk menguasai seluruh tanah seisinya dalam lingkungan wilayahnya.

a. Ciri-ciri pokok yang terlihat dengan jelas di luar jawa ialah:

1). Hanya persekutuan hukum itu sendiri beserta para warganya yang berhak dengan bebas mempergunakan tanah-tanah liar di wilayah kekuasaannya.

2). Orang luar hanya boleh mempergunakan tanah itu dengan izin penguasa persekutuan tersebut, tanpa izin itu dianggab suatu pelanggaran.

3). Warga persekutuan hukum boleh mengambil manfaat dari wilayah hak purba dengan restiksi: hanya untuk keperluan somah/brayat/keluarganya sendiri, jika dimanfaatkan untuk kepentingan orang lain, ia dipandang sebagai orang asing, sehingga harus mendapat izin terlebih dahulu. Sedangkan orang asing hanya diperkenankan mengambil manfaat dari wilayah hak purba dengan izin kepala persekutuan hukum disertai pembayaran upeti/ mesi kepada persekutuan hukum.

4). Persekutuan hukum bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi dalam wilayahnya, terutama yang berupa tindakan melawan hukum, yang merupakan delik.

5). Hak purba tidak dapat dilepaskan, dipindah-pindahkan, diasingkan untuk selamanya.

6). Hak purba meliputi juga tanah yang sudah digarap, yang sudah diliputi oleh hak perorangan.

b. Kedudukan Hak Ulayat Dalam UUPA


Hak purba persekutuan hukum diakui dengan tegas di dalam UUPA (UU No.5 Tahun 1960) dalam Pasal 3 Dinyatakan: “ Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak-hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa, serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan (hukum) lain yang lebih tinggi”.


Tentang pelaksanaan hak ulayat itu dijelaskan dalam Pasal 5 UUPA sebagai berikut: “Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah Hukum Adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang berdasarkan hukum agama”.


Ini berarti: berdasarkan hak ulayat yang bersumberkan hukum adat ini, masyarakat hukum yang bersangkutan tidak boleh mengalangi pemberian hak guna usaha yang hendak dilakukan oleh pemerintah. Misalnya: “ Pemerintah hendak melaksanakan pembukaan hutan secara besar-besaran dan teratur dalam rangka proyek-proyek besar untuk penambahan bahan makanan dan transmigrasi, maka hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tidak boleh dijadikan penghalang.

4. Hak Perorangan 


Hak perorangan ialah suatu hak yang diberikan kepada warga desa atau orang luar atas sebidang tanah yang berada di wilayah hak purba persekutuan hukum yang bersangkutan.

a. Jenis-Jenis Hak Perorangan

1). Hak Milik, Hak Yasan (Inslands Bezitrecht)


Hak milik merupakan hak terkuat diantara hak-hak perorangan, pemilik tanah yang berhak penuh atasnya itu harus menghormati:

a). Hak purba persekutuan hukumnya;

b). Kepentingan para pemilik tanah;

c). Peraturan-peraturan hukum, Inklusif hukum adat.

b. Cara Memperoleh Hak Milik


Hak milik atas tanah dapat diperoleh dengan jalan:

1). Membuka tanah hutan /tanah belukar

Seorang Indonesia asli warga persekutuan hukum mempunyai hak membuka tanah hutan atau belukar yang termasuk lingkungan hak purba persekutuan hukumnya. Dengan diketahui kepala persekutuan memilih sebidang tanah, menempatkan tanda-tanda batas (sawen berupa janur kuning ataupun kepala kerbau) dan memberi sedekah berupa selamatan sekedar menurut kebiasaan setempat. Dengan demikian terciptalah hubungan hukum antara pembuka tanah dengan tanahnya, dengan konsekuensi, ia berhak mengolah, orang lain tidak boleh mengganggunya.

2). Mewaris tanah

Ahli waris pemilik tanah yang meninggal selalu mendapatkan hak milik atas tanah sebagai warisan. Tinggal tergantung kepada isi hukum adat dimasing-masing wilayah, apakah tanah warisan itu akan lekas-lekas dibagi-bagi diantara para ahli waris tanah ataukah di pertahankan keutuhannya untuk sementara waktu.

3). Menerima tanah karena pembelian, penukaran dan hibah.

Seorang pemilik dapat menjual, menghadiahkan atau menukarkan tanahnya kepada orang indonesia asli dengan bebas. Tapi harus ada campur tangan dari kepala persekutuan hukum yang bersangkutan untuk menjaga supaya keadaannya serba terang dan tidak terjadi perkosaan terhadap hak-hak orang lain.

4). Pengaruh Daluarsa

Hukum adat mengenal pengaruh lampaunya waktu (daluarsa) terhadap berlangsung atau tidaknya suatu hak atau kewajiban. Daluarsa sebagai upaya hukum untuk memperoleh hak atas tanah dapat dilukiskan, misalnya:

“ A memegang sebidang tanah dengan sangkaan sebagai pemiliknya yang sah dari ahli warisnya yang telah meninggal. Padahal ahli waris yang sebenarnya adalah B, tetapi ia tidak melakukan teguran atau gugatan kepada A sampai bertahun-tahun lamanya. Pada suatu saat dapatlah dianggab karena daluarsa si B sudah tidak berhak lagi meminta tanah itu dari A”.

Sesuai dengan sifat hukum adat pada umumnya tenggang daluarsa tidak ditetapkan secara tegas dalam jumlah tahun, melainkan hanya dalam jangka waktu yang dianggab cukup pantas. (BW: 5-20-30 tahun).

2). Hak Wenang Pilih


Hak wenang pilih bermanifestasi dalam 3 bentuk:

a). Hak yang diperoleh seseorang lebih utama dari yang lain, untuk mengolah sebidang tanah yang telah dipilihnya dengan memancangkan tanda-tanda larangan atau meninggalkan tanda-tanda pengolahan di tanah itu atas persetujuan kepala persekutuan.

b). Hak pengolahan yang diperoleh seorang pemilik tanah pertanian, lebih utama dari yang lain, atas tanah belukar yang terletak berbatasan dengan tanahnya.

c). Hak yang diperoleh pengolah tanah, lebih utama dari yang lain, untuk mengerjakan sawah/ladangnya yang berangsur-angsur membelukar kembali setelah panen.

3). Hak Menikmati Hasil, Hak Pakai dan Menggarap



Hak menggarap yang menyimpul hak pakai dan menikmati hasil ialah hak yang dapat diperoleh baik oleh warga persekutuan maupun orang luar, dengan persetujuan para pemimpin persekutuan untuk mengolah sebidang tanah selama satu atau beberapa kali panen.   

4). Hak Imbalan Jabatan



Hak imbalan jabatan ialah hak seorang pamong desa atas tanah jabatan yang ditunjuk untuknya dan yang berarti bahwa ia boleh menikmati dari hasil tanah itu selama ia memegang jabatan. Pemberian itu untuk menjamin penghasilan para pejabat tersebut. Pejabat yang bersangkutan boleh mengerjakan tanah itu atau menyewakannya tapi tidak boleh menjual atau menggadaikannya. Jika ia berhenti dari jabatannya tanah itu kembali kepada hak purba desanya atau berpindah tangan kepada pejabat yang menggantikannya.

5.) Hak Wenang Beli



Hak wenang beli ialah hak seseorang, lebih utama dari yang lain untuk mendapat kesempatan membeli tanah (juga empang) tetangganya dengan harga yang sama.

5. TRANSAKSI TANAH


Transaksi tanah, sejenis perjanjian timbal balik yang bersifat riil, di lapangan hukum harta kekayaan, merupakan salah satu bentuk perbuatan tunai yang berobyek tanah. Intinya ialah penyerahan benda (sebagai prestasi) yang berjalan serentak dengan penerimaan pembayaran tunai (seluruhnya, kadang-kadang sebagian selaku kontra prestasi). Perbuatan  “menyerahkan” itu dinyatakan dengan istilah “ jual” (Indonesia), “adol, sande “ (Jawa).
Di dalam Hukum Tanah, transaksi jual dapat mengandung 3 (tiga) maksud:

a. Jual Gadai.

Jual gadai (Indonesia), menggadai (minangkabau), adol, sande (Jawa), ngajual akad/gade (Sunda), yaitu: menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai. Dengan ketentuan si penjual tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.

1). Ciri-ciri Jual Gadai:

     Hak Pembeli Gadai

     Dengan penerimaan tanah itu si pembeli gadai berhak:

     (a). Menikmati manfaat yang melekat pada hak milik, dengan pembatasan:

        (1). Tidak boleh menjual lepas tanah itu kepada orang lain;

        (2). Tidak boleh menyewakannya untuk lebih dari satu musim lamanya(jual tahunan)

(3). Mengoperkan gadai (doorverpanden) ataupun menggadaikan kembali/menggadaikan di bawah harga (onderverpanden) tanah tersebut kepada orang lain, jika ia sangat memerlukan uang, sebab ia tidak dapat memaksa si penjual gadai semula untuk menebusnya.

(4).Mengadakan perjanjian bagi hasil/belah pinang/paruh hasil tanam/maro dan sejenisnya.

2). Sifat Hubungan Gadai

(a).Transaksi jual gadai tanah bukanlah perjanjian utang uang dengan tanggungan/jaminan tanah, sehingga pembeli gadai tidak berhak menagih uangnya dari penjual gadai.

(b). Penebusan gadai tergantung pada kehendak penjual gadai, hak menebus itu bahkan dapat beralih kepada ahli warisnya.

(c). Uang gadai hanya dapat ditagih oleh pembeli gadai, dalam taransaksi jual gadai itu disusul dengan penyewaan tanah tersebut oleh si penjual gadai sendiri, dengan janji: jika si penjual (merangkap penyewa) tidak membayar uang sewanya, maka uang gadai dapat ditagih kembali oleh si pembeli (merangkap penguasa atas tanah yang kini berfungsi rangkap: menjadi objek gadai dan sekaligus objek sewa pula).

3). Perbandingan Dengan PAND menurut BW

a) Persamaan:

    (1). Sama-sama merupakan perutangan yang timbul dari perjanjian timbal balik dilapangan hukum harta kekayaan.

    (2). Benda perjanjian harus diserahkan ke dalam kekuasaan si pemegang gadai.

b). Perbedaan:

    (1). Transaksi gadai merupakan transaksi jual yang mandiri dengan tanah selaku objeknya

         Pand  merupakan perjanjian accessoir (tambahan) pada perjanjian utang uang selaku perjanjian prinsipaalnya, dengan benda bergerak yang berwujud.

     (2). Pembeli gadai berhak memanfaatkan dan memetik hasil dari benda gadainya.

         Penerima pand tidak meliputi hak memakai, memungut hasil, menyewakannya dan sebagainya.

     (3). Pembeli gadai tidak dapat memaksa penjual gadai untuk menebus objek transaksinya. Sebaliknya setiap waktu benda itu dapat di tebus, ia harus mengembalikannya.

         Pemberi pand harus melunasi utangnya dalam waktu yang telah ditetapkan bersama, jika ia lalai dalam hal itu, si pemegang pand tidak wenang mendaku benda jaminan, namun selaku kreditur, pihak terakhir ini dapat melelang benda pand itu atas kekuasaan sendiri, untuk memperoleh pelunasan dari piutangnya.

4). Integrasi Gadai Ke Dalam Jurisdiksi UUPA


Sesudah UUPA berlaku, soal gadai ini diatur dalam PERPU No. 56 Tahun 1960 Tentang “ PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN”.

Perpu ini berisi pembatasan terhadap lamanya waktu menggadaikan tanah dan bermaksud memberantas unsur-unsur pemerasan yang terdapat dalam transaksi gadai tanah tersebut. Sebab hasil yang dinikmati pembeli gadai setiap tahunnya ternyata jauh lebih besar dari bunga yang pantas dari uang pembeli gadai dahulu.

Dalam Pasal 7 Perpu tersebut ditentukan bahwa: “ Tanah yang sudah digadaikan selama 7 (tujuh) tahun lamanya atau lebih harus dikembalikan kepada pemilik tanah/penjual gadai, tanpa ada kewajiban baginya untuk membayar uang tebusan. Pengembalian tanah itu dilakukan sebulan setelah tanaman yang terdapat di situ selesai dipetik hasilnya.

b. Jual Lepas


Jual Lepas (Indonesia), adol plas, runtumurun, pati bogor (Jawa), menjual jaja (Kalimantan), yaitu: “menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, tanpa hak menebus kembali, jadi penyerahan itu berlaku untuk seterusnya/selamanya.


Perjanjian jual lepas tanah sekaligus selesai dengan tercapainya persetujuan/persesuaian kehendak (consensus), diikuti dengan ikrar/pembuatan kontrak jual beli dihadapan kepala persekutuan hukum yang kompetent, dibuktikan dengan pembayaran harga tanah oleh pembeli dan disambut dengan kesediaan penjual untuk memindahkan hak miliknya kepada pembeli.


Dengan terjadinya perjanjian itu, hak milik atas tanah berpindah, meskipun formalitas balik nama belum terselesaikan (sebab ini dipandang sebagai bagian dari rangkaian pemindahan hak milik tersebut).

c. Jual Tahunan


Jual tahunan (Indonesia), adol ayodan (Jawa), yaitu: “ menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang tunai, dengan janji, tanpa suatu perbuatan hukum lagi, tanah itu akan kembali dengan sendirinya kepada pemiliknya, sesudah berlalu beberapa tahun/beberapa kali panen (menurut perjanjian).

1). Hak-hak yang diperoleh si pembeli tahunan

(a). Mengolah tanah

(b). Menanami dan memetik hasilnya

(c). Berbuat dengan tanah itu seakan-akan miliknya sendiri

 2). Larangan bagi si pembeli tahunan 

     Menjual/menyewakan tanah itu, kecuali seizin pemiliknya. 

     Catatan: Jual lepas atau jual gadai yang mungkin dilakukan oleh si pemilik,  tidak mengurangi hak si pembeli tahunan (penjualan tidak menghapuskan hak penyewa). 

6. Latihan

  1. Mengapa tanah merupakan salah satu unsur esensial dalam pembentukan Negara?
  2. Jelaskan pengertian hak purba masyarakat hukum adat dan sebutkan cirri-cirinya?
  3. Jelaskan bagaimana kedudukan hak ulayat dalam UUPA?
  4.Jelaskan pengertian hak perorangan dan sebutkan jenis-jenis dari hak perorangan?
  5. Apa itu transaksi tanah dalam hukum adat?

  6. Sebutkan dan jelaskan macam-macam transaksi tanah dalam hukum adat?

  7. Jelaskan persamaan dan perbedaan antara gadai tanah menurut hukum adat dengan pand yang dikenal dalam BW?

  8. Jelaskan bagaimana isi Pasal 7 PERPU No. 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian?
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HUKUM ADAT WARIS

1. Pendahuluan


Kalau kita berbicara mengenai warisan, maka yang pertama-tama muncul dalam pikiran kita adanya orang yang meninggal dunia, sebab dengan meninggalnya seseorang akan timbul persoalan mengenai harta peninggalan dan bagaimana hak dan kewajiban dari harta kekayaan seseorang yang meninggal tadi, pada saat ia meninggal akan beralih kepada ahli warisnya.


Dalam hukum adat, hukum waris adat sedikit kita temui kesulitan, sebab kalau kita bandingkan dengan hukum positif lainnya, misalnya Hukum Islam/ Hukum Faraidh dan yang diatur dalam Hukum Perdata/ BW, maka tidaklah begitu sulit bagi kita untuk menentukan bagaimana keadaannya, karena masing-masing hukum positif tadi sudah ada ketentuan yang baku mengenai warisan.


Sebagai contoh: jika ada yang meninggal, orang tersebut takluk kepada hukum islam, maka ketentuan mengenai harta warisan, siapa-siapa yang dapat bertindak sebagai ahli waris, adalah sebagaimana ditentukan dalam Al-Qur’an dan Hadist, demikian juga dalam BW pengaturan warisan diatur dalam Buku II Bab XII BW.


Dalam hukum adat tidaklah demikian adanya, sebab sebagaimana kita ketahui hukum adat itu tidak sama di seluruh daerah, tetapi berbeda-beda satu sama lain. Perbedaan itu disebabkan adanya perbedaan dalam tata susunan rakyat dengan susunan persekutuan hukum atau sifat kekeluargaan yang berbeda-beda ditiap-tiap daerah yang juga sangat mempengaruhi pewarisan di dalam kalangan masyarakat yang dapat dibagi dalam 3 golongan yaitu:

1. Sistem kekeluargaan yang didasarkan pada kebapaan (patrilineal)

2. Sistem Kekeluargaan yang didasarkan pada keibuan (Matrilineal)

3. Sistem Kekeluargaan yang didasarkan pada keibu-bapaan (Parental/Bilateral).

Dalam pokok bahasan ini akan diuraikan mengenai pengertian hukum adat waris, prinsip pewarisan dalam hukum adat serta sistem pewarisan dalam hukum adat.
2. Tujuan Instruksional

 TIU : Setelah mengikuti kuliah pada materi pokok bahasan ini diharapkan mahasiswa dapat mengerti dan memahami tentang  hukum adat waris dalam hukum adat. 

 SB    : Pada akhir kuliah diharapkan mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan tentang pengertian hukum adat waris. 

2. Menjelaskan tentang prinsip pewarisan dalam hukum adat.
3. Menjelaskan tentang sistem pewarisan dalam hukum adat waris. 

3. Pengertian Hukum Adat Waris

Dr. R. Wirjono Projodikoro, SH, dalam bukunya “Hukum Warisan Di Indonesia” pada halaman 8, menyatakan warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih pada orang lain yang masih hidup.

Dari definisi di atas pengertian warisan menganut 3 unsur:

a. Seorang peninggal warisan (erflater), yang pada waktu meninggalnya ada meningalkan kekayaan

b. Seorang atau beberapa orang ahli waris (erfgnaam), yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkannya itu.

c. Harta warisan (nalatenschap), yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan akan beralih kepada para ahli warisnya.

Prof. Mr. R. Supomo, dalam bukunya “Bab-Bab tentang Hukum Adat”, Halaman 67 tahun 1963, menyatakan: 

Hukum Adat Waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses penerusan serta pengoperan barang-barang harta benda yang tidak berwujud benda (immaterial) dan yang berwujud dari satu angkatan manusia kepada keturunannya.

Ter Haar, dalam bukunya: “Beginselen en Stelsel Van Het Adat Recht, pada halaman 197, menyatakan Hukum Warisan adalah: Satu Rangkaian peraturan-peraturan yang mengatur suatu proses yang meneruskan dan mengalihkan suatu benda materil dan immateril dari turunan keturunan.


Menurut Ter Haar, hukum waris itu tidak dapat berdiri sendiri, tapi mempunyai hubungan dengan hukum-hukum yang lain terutama mengenai benda-benda materil dan immateril. Misalnya bagaimana sebidang tanah diteruskan dari satu generasi ke generasi yang lain, sedangkan hak atas tanah itu dibatasi oleh hak ulayat.

Ter Haar menyatakan hukum warisan menurut hukum adat menunjukkan satu kesatuan tetapi terdapat perbedaan-perbedaan:

1. Yang merupakan satu kesatuan, bisa juga ditentukan sebagai asas umum dari hukum warisan, tapi asas yang umum ini tidak bisa berlaku pada semua daerah, sebagai contoh: asas yang umum, bisa ditentukan jika seseorang meninggal, maka hartanya akan jatuh pada anak-anaknya.

Ketentuan seperti di atas dibeberapa daerah hal ini tidak berlaku dengan tidak ada pengecualiannya, atau dengan kata lain ketentuan ini tidak berlaku 100%.

Sebagai contoh: Di Tapanuli, menurut hukum adat batak, benar jika seseorang itu meninggal, maka hartanya akan jatuh kepada anak-anaknya, tetapi yang dimaksud dengan anak adalah anak laki-laki saja, sedang anak perempuan tidak berhak sama sekali.

Menurut Hukum adat di Minangkabau, harta peninggalan jatuh kepada anak-anaknya, kalau yang meninggal itu ibunya, kalau ayahnya yang meninggal anak-anak tidak mewarisi harta ayahnya, sebab menurut hukum adat minangkabau solidaritas antara anak dan ayahnya tidak ada, demikian juga antara suami dan istri, jadi harta peninggalan seorang ayah akan jatuh kepada saudara-saudaranya yang seibu dengan dia.

Mengenai kedudukan anak diminangkabau terhadap harta peninggalan ayahnya telah mengalami perkembangan sejak diadakan Rapat Adat pada tanggal 26 Oktober 1912, dimana telah diputuskan bahwa harta pencaharian dari seorang ayah patut diberikan kepada anaknya dan bukan kepada kemenakan dengan alasan:

a. Karena anak-anak adalah keturunan dari bapak, dan mendarah daging dari bapak sendiri.

b. Anak itu wajib dipelihara oleh bapak, dan tidaklah patut disia-siakan demikian juga pendidikan si anak diberikan oleh bapak, sesuai dengan keadaan kehidupan si bapak.

c. Adalah tidak patut orang lain yang memelihara anak walau oleh ayah tiri atau mamaknya dengan alasan karena anak tadi adalah darah daging si bapak, dan kalaulah tadi anak-anak tidak dipelihara oleh bapak tapi dipelihara  oleh orang lain tentu saja tidak terpelihara sebagaimana mestinya, karena bukan darah daging sendiri.

d. Si bapak sudah biasa dan tahu benar sejak anak ini lahir ke dunia, dan yang memelihara adalah bapak yang mengetahui susah senang dan buruk baiknya dari anak tersebut.

e. Sesuai dengan hukum Syarak harta pencaharian bapak wajib untuk anak dan tidaklah diharuskan di berikan kepada kemenakan.

Asas seperti ini juga dijumpai di lampung, dimana harta tadi akan jatuh pada anak, tapi bukan seluruh anak, hanya anak laki-laki yang tertua saja.

2 Sebagai asas yang umum yang lain, dimana dalam hukum adat harta peninggalan tidak dapat dibagi-bagi kalau seseorang itu meninggal. Pengertian tidak dapat dibagi-bagi tidak sama pengertiannya dengan tidak dibagi-bagi menurut hukum adat minang dan minahasa.

Tiap unsur dapat menimbulkan persoalan, siapa yang dapat dinyatakan sebagai ahli waris, dari seseorang yang meninggal, sebab siapa yang menjadi ahli waris, tidaklah sama keadaannya di setiap daerah. Pada sistem kesanak saudaraan patrilineal ada perbedaan, siapakah diantara anak-anak yang akan dapat menjadi ahli waris, misalnya anak laki-laki yang tertua saja yang dapat menjadi ahli waris dengan ketentuan dia dibebani untuk memelihara saudara-saudaranya, dan demikian juga anak laki-laki yang paling kecil dan sebagainya.

4. Prinsip Pewarisan

a. Menurut Hukum Adat beralihnya harta benda dari satu generasi kepada generasi yang lain yang menyusulnya. Umpamanya hal ini dijumpai pada ketentuan hukum adat minangkabau, dimana seorang laki-laki yang meninggal dunia, maka harta peninggalannya tidak beralih kepada anak-anak kandungnya, tetapi kepada saudaranya yang berasal dari satu ibu.

Menurut hukum adat batak (patrilineal), yang dapat mewarisi harta peninggalan ini hanya anak laki-laki saja, sedang anak perempuan tidak

Di bali dan lampung yang dapat mewarisi adalah anak laki-laki yang tertua saja.

b. Jika warisan ini tidak dapat dilaksanakan secara menurun, maka pewarisan dilakukan secara ke atas atau ke samping. Maksudnya, yang menjadi ahli waris yang pertama-tama adalah anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan dari keturunan mereka, kalau tidak ada keturunan yang secara menurun maka harta peninggalan jatuh pada ayah si mati, kalau ayah tidak ada pada atoknya dan seterusnya ke atas dan seandainya mereka ini juga tidak ada maka harta tadi jatuh pada saudara-saudara mereka yaitu keluarga sedarah menurut garis ke samping.

c. Menurut Hukum Adat tidaklah selalu harta peninggalan seseorang itu langsung dibagi-bagi diantara para ahli waris setelah sipeninggal harta meninggal, tapi tetap merupakan satu kesatuan yang pembagiannya ditangguhkan karena masih ada kepentingan si janda dan sianak yang masih dibawah umur, misalnya di jawa dan harta peninggalan tetap menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi selama-lamanya, misalnya di minangkabau (harta Pusaka tinggi).

d. Menurut Hukum Adat harta peninggalan meliputi semua harta yang pernah dimiliki sipeninggal harta semasa hidupnya, jadi tidaklah terbatas pada harta yang dimilikinya pada waktu dia meninggal. Maksudnya orang tua sering kali semasa hidupnya memberikan kepada anaknya yang sudah mencar sebagian harta benda dengan ketentuan ini akan diperhitungkan lagi pada waktu ia meninggal dunia, sehingga tiap bagian harta ahli waris akan sama banyaknya.

e. Menurut hukum adat, mengenal prinsip penggantian tempat, yaitu apabila seorang anak sebagai ahli waris dari ayahnya, terlebih dahulu meninggal dari ayahnya, maka anak-anak simati akan menggantikan ayahnya sebagai ahli waris dari atoknya bersama-sama dengan saudara ayahnya yang masih hidup, jika nanti atoknya meninggal dan bagian cucu ini sama besarnya dengan yang akan diperoleh ayahnya sebagai bagian warisan yang diterimanya andaikata ayahnya masih hidup.

f. Hukum Adat mengenal lembaga anak angkat, yang juga bisa bertindak seperti halnya anak sendiri. Untuk anak angkat ini bagaimana kedudukannya dalam warisan.

Menurut Ter Haar: Anak angkat ini dipelihara seperti anak sendiri tetapi haruslah dibedakan di dalam kedudukannya dengan anak kandung. Terhadap harta ayah angkatnya ia hanya berhak terhadap harta pencaharian/ gono-gini, tetapi terhadap harta asal anak angkat tidak berhak.

Di Ambon anak-anak ini dapat bertindak sebagai  ahli waris baik terhadap harta pencaharian maupun terhadap harta asal orang tua angkatnya.

Di kalangan suku melayu di sumatera timur, anak angkat ini tidak ada hak untuk mewarisi harta peninggalan dari ayah angkatnya baik mengenai harta asal maupun harta pencaharian. Tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayah angkatnya, anak ini juga tetap dipelihara oleh orang tua kandungnya. Istilah yang dipakai bukan anak angkat tetapi pemulangan anak, karena anak ini sering sakit jadi diberikan kepada orang lain untuk dipelihara atau karena ayah angkatnya tidak mempunyai anak dengan tujuan supaya ibu angkat dapat memiliki anak kandung dengan memelihara anak tersebut, hubungan hukum antara ayah angkat dengan anak angkat tidak ada sama sekali terlebih dalam hubungan warisan, sebab golongan suku melayu di sumatera timur umumnya hukum adatnya hukum Islam, dengan demikian tidak mungkin anak angkat tadi dapat bertindak sebagai ahli waris (Qur’an Surah Al-Akzab : 4 )

Mengenai hal-hal di atas ada Keputusan MA tanggal 4 Januari 1969 No. 416 K/Sip/1968, yang menyatakan menurut hukum adat sumatera timur anak angkat tidak mempunyai hak untuk mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya, ia hanya dapat memperoleh pemberian atau hadiah (hibah) dari orang tua angkat selagi hidup.

5. Sistem Pewarisan

Sistem pewarisan dapat dibagi dalam tiga macam:

a .Sistem Pewarisan yang Individual: dimana harta peninggalan itu dapat dibagi-bagi diantara para ahli waris Misalnya:

1).  Pada susunan kekeluargaan bilateral, contoh jawa, aceh

2). Pada susunan kekeluargaan patrilineal, contoh batak (hanya terbatas pada anak laki-laki saja)

b. Sistem Pewarisan Kolektif, dimana harta warisan itu diwarisi oleh sekelompok ahli waris secara bersama-sama, mereka hanya punya hak pakai saja, atau dengan kata lain mereka hanya dibenarkan membagi-bagi dalam hal untuk menikmati harta warisan itu misalnya: harta pusaka tinggi di minangkabau, tanah dati di ambon.

c.  Sistem Pewarisan Mayorat, harta warisan ini diwarisi oleh seorang anak saja, seluruh atau sebagian saja ditangan anak laki-laki yang tertua, hak mayorat ini dibagi dalam dua golongan:

1). Hak mayorat ditangan anak laki-laki yang tertua, di bali, dengan ketentuan dia sebagai pengganti orang tuanya, dibebani kewajiban untuk memelihara saudara-saudaranya sampai mereka menjadi mencar, demikian pula terdapat dilampung.

2). Hak mayorat ditangan anak perempuan yang tertua, ini dijumpai di daerah pasemah. Dimana terdapat suatu perkawinan yang dinamakan kawin menurut adat semenda.

Perkawinan di sana pada umumnya dilaksanakan dengan memakai uang jujur. Di dalam perkawinan semenda yang dipandang sebagai ahli waris hanyalah anak perempuan tertua, dialah pemegang seluruh harta peninggalan dari orang tuanya, sedangkan ahli waris yang lain, satu kali dalam setahun umpamanya sewaktu mengadakan ziarah berkumpul dirumah anak perempuan yang tertua tadi. Hak mayorat anak perempuan tertua dinamakan Tunggu Tubang.

Walaupun anak perempuan yang tertua sebagai pemegang kekuasaan terhadap harta peninggalan itu, namun dianya tetap berada di bawah pengawasan dari laki-laki yang tertua yang dinamakan Payung Jurai.

Adapun maksud dari pada bahagian dari harta peninggalan yang tidak dibagi-bagi adalah supaya tetap dalam keadaan utuh sebagai tempat berlindung semua anak-anak. Hal yang sama dengan tunggu tuban ini kita jumpai pada suku dayak landak dan suku dayak tayan di kalimantan yang disebut Anak Pangkalan.

6. Latihan

    1. Jelaskan pengertian dari hukum adat waris?
    2. Bagaimana prinsip pewarisan dalam hukum adat?
    3. Jelaskan bagaimana pendapat ter haar mengenai kedudukan anak angkat dalam warisan?
    4. Jelaskan bagaimana sistem pewarisan individual, kolektif dan sistem pewarisan mayorat?
    5.  Jelaskan bagaimana sistem pewarisan mayorat yang berada di tangan anak perempuan tertua dan anak laki-laki tertua?
7. Daftar Pustaka
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HUKUM DELIK ADAT

1. Pendahuluan


Semua perbuatan yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan bersama oleh penguasa, baik penguasa dalam hukum adat maupun kepala Negara disebut perbuatan melanggar hukum.


Menurut sistem hukum barat, perbuatan yang tidak diatur dalam undang-undang bukan merupakan perbuatan pidana, melainkan hanya perbuatan yang dianggab merupakan bagian dari hukum perdata yang bukan hukum publik. Menurut hukum adat semua perbuatan yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dan bertentangan kepatutan dalam masyarakat merupakan perbuatan melanggar hukum.

Dalam pokok bahasan ini akan diuraikan mengenai pengertian delik menurut hukum barat, sifat pelanggaran hukum adat, lahirnya delik adat serta aliran pikiran tradisional.
2. Tujuan Instruksional

 TIU : Setelah mengikuti kuliah pada materi pokok bahasan ini diharapkan mahasiswa dapat mengerti dan memahami tentang  hukum delik  adat  dalam hukum adat. 

 SB    : Pada akhir kuliah diharapkan mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan tentang pengertian delik menurut hukum barat 

2. Menjelaskan tentang sifat pelanggaran hukum adat.

3. Menjelaskan tentang lahirnya delik adat.
4. Menjelaskan tentang aliran pikiran tradisional. 

3. Pengertian Barat


Tindakan ilegal adalah tindakan melanggar hukum. Menurut sistem hukum barat, tidak semua pelanggaran hukum merupakan perbuatan pidana (delik). Perbuatan yang dapat dipidana (strafbaar) hanyalah pelanggaran hukum yang diancam dengan suatu pidana (straf) oleh undang-undang.


Pidana (straf) menurut sistem hukum barat adalah suatu balasan dari negara terhadap orang yang melakukan delik, dengan maksud untuk memulihkan keseimbangan hukum.

Cara membalasnya ialah dengan memperkosa kepentingan hukum si pelaku delik, yaitu dengan memperkosa nyawanya, kemerdekaannya, atau harta bendanya, padahal kepentingan-kepentingan hukum itu harus dilindungi oleh Negara.


Tindakan ilegal yang tidak diancam dengan pidana oleh undang-undang, tidak merupakan delik, melainkan hanya memungkinkan orang lain yang menderita, yang terkena tindakan itu, untuk menuntut ganti rugi di lapangan hukum perdata.


Sistem hukum barat memisahkan hukum perdata dengan hukum pidana. Suatu delik lahir, karena pada suatu ketika undang-undang mengancam suatu tindakan yang melanggar suatu norma undang-undang dengan suatu pidana.


Di dalam ilmu hukum pidana barat terdapat perbedaan antara hukum pidana kejahatan ( Verbrechens-Strafrecht) dengan hukum pidana ketertiban ( Ordnungs-Strafrecht )

a. Hukum Pidana Kejahatan meliputi: tindakan–tindakan yang menentang keselamatan masyarakat (anti sosial), yaitu segala kejahatan ( crimes ) yang menurut perasaan umum di seluruh masyarakat harus dipidana, harus diberantas untuk menjaga/menjamin keselamatan Negara dan masyarakat.

b. Hukum Pidana Ketertiban meliputi: pelanggaran norma-norma hukum yang mengenai tata tertib Negara, pelanggaran-pelanggaran yang bersifat ringan.

Suatu delik akan kehilangan sifatnya sebagai delik, jika ancaman pidananya dicabut oleh undang-undang. Setelah undang-undang melenyabkan ancaman pidananya, maka tindakan yang bersangkutan mungkin masih bersifat ilegal, masih melanggar hukum, tetapi tindakan itu sudah tidak lagi termasuk lapangan hukum pidana. 

4. Sifat Pelanggaran Hukum adat


Di dalam sistem Hukum Adatpun segala tindakan yang bertentangan dengan peraturan Hukum Adat merupakan tindakan ilegal, Hukum Adat mengenal pula upaya-upaya untuk memulihkan hukum jika hukum itu dilanggar.


Hukum Adat tidak mengadakan pemisahan antara pelanggaran hukum yang mewajibkan tuntutan memperbaiki kembali hukum di lapangan hukum pidana (di muka hakim pidana) dengan pelanggaran hukum yang hanya dapat dituntut di lapangan hukum perdata (di muka hakim perdata). Sehingga di dalam Sistem Hukum Adat tidak ada perbedaan acara dalam hal penuntutan acara perdata dan secara kriminil.


Apabila terjadi suatu pelanggaran hukum, maka petugas hukum (kepala adat dan sebagainya) mengambil tindakan kongkrit, guna membetulkan hukum yang dilanggar itu. Suatu tindakan melanggar hukum misalnya: tidak melunasi utang, memerlukan pemulihan hukum. Dalam hal ini hukum dapat dipulihkan dengan penghukuman si debitur untuk melunasi utangnya.


Terhadap tindakan-tindakan ilegal lain, mungkin pelanggaran hukum itu sedemikian rupa sifatnya, sehingga perlu diambil beberapa tindakan untuk memulihkan hukum yang dilanggar, umpamanya:

a. Mengganti kerugian kepada orang yang terkena, serta:

b. Membayar uang adat atau korban kepada persekutuan hukum yang bersangkutan.

Terhadap beberapa jenis pelanggaran hukum, petugas hukum hanya bertindak jika diminta oleh orang yang terkena. Sedangkan terhadap tindakan-tindakan ilegal yang lainnya, petugas hukum bertindak atas inisiatif sendiri. Ukuran yang dipakai hukum adat untuk menentukan dalam hal mana petugas hukum harus bertindak ex officio dan dalam mana mereka hanya akan bertindak atas permintaan orang yang berkepentingan, tidaklah selalu sama dengan ukuran hukum pidana barat.


Petugas hukum wajib bertindak ( ex officio ), bila kepentingan umum langsung terkena oleh suatu pelanggaran hukum. Apa yang merupakan kepentingan umum (kepentingan masyarakat) itu tidak selalu serupa dengan kepentingan umum menurut ukuran barat. Segala sesuatu berhubungan dengan pikiran yang menguasai dunia tradisional Indonesia.

5. Lahirnya Delik Adat.


Menurut sistem hukum pidana barat, suatu delik lahir dengan diundangkannya suatu ancaman pidana dalam staatsblad (Lembaran Negara/ Undang-Undang). Di dalam sistem hukum adat (hukum yang tidak tertulis), lahirnya suatu delik itu serupa dengan lahirnya tiap-tiap peraturan hukum tak tertulis. Suatu peraturan mengenai tingkahlaku manusia ( rule of behavior ) pada suatu waktu mendapat sifat hukum, pada saat petugas hukum yang berkompetent mempertahankannya terhadap orang yang melanggar peraturan itu, atau pada saat petugas hukum bertindak untuk mencegah pelanggaran peraturan itu.


Hukum adat tidak mengenal sistem peraturan yang statis. Dengan sendirinya tidak ada sistem hukum yang pelanggaran adat yang statis pula. Tiap-tiap peraturan hukum adat timbul, berkembang dan selanjutnya lenyab dengan lahirnya peraturan baru, sedang peraturan baru itu berkembang juga, tetapi kemudian akan lenyap pula dengan adanya perubahan rasa keadilan yang menimbulkan perubahan peraturan. Begitu seterusnya, keadaannnya seperti menggulungnya riak gelombang di pesisir samudra.


Begitu pula delik adat (pelanggaran hukum adat) lahir, berkembang dan kemudian lenyap, artinya: tindakan-tindakan yang mula-mula merupakan pelanggaran hukum, lambat laun tidak lagi melanggar hukum karena hukum berubah. Segala sesuatu berjalan sesuai dengan jalannya perubahan rasa keadilan rakyat. Dan rasa keadilan itu bergerak berhubung dengan pertumbuhan hidup masyarakat yang selalu dipengaruhi oleh faktor lahir dan batin. 

6. Aliran pikiran Tradisional.


Aliran pikiran dunia barat, terutama yang bersifat Liberalistis, bercorak Rasionalistis dan Intelektualistis. Menurut aliran pikiran itu, maka agama, ekonomi, kesenian, olah raga dan sebagainya mempunyai lapangan sendiri-sendiri yang satu terlepas dari yang lain. Agama tidak berhubungan dengan ekonomi, hukum dunia materil tidak mempunyai hubungan dengan alam batin, umat manusia terpisah dari tumbuh-tumbuhan, dunia hewan dan makhluk-makhluk lain.


Alam pikiran tradisional Indonesia bersifat Kosmis, meliputi segala-galanya sebagai suatu kesatuan. Umat manusia adalah bagian dari alam semesta, tidak ada pemisahan dari berbagai macam lapangan hidup, tidak ada pembatasan antara dunia lahir dan dunia ghaib serta tidak ada pemisahan antara manusia dengan makhluk-makhluk lain, segala sesuatu bercampur baur dan manusia bertalian dengan segala sesuatu yang bereksistensi di dalam alam semesta.


Perbedaan besar antara aliran pikiran barat yang bedasarkan Liberalisme dan alam pikiran tradisional Indonesia, ialah mengenai kedudukan orang seorang di dalam masyarakat.

a. Menurut aliran pikiran Liberalisme, tiap-tiap individu merupakan pusat kepentingan hukum, sehingga nyawanya, kemerdekaannnya dan harta bendanya harus dilindungi sebaik-baiknya oleh Negara.

b. Bagi Dunia tradisional Indonesia, yang merupakan pokok dan segala penyelenggaraan hukum bukanlah orang selaku individu, melainkan masyarakat persekutuan, dan penting tidaknya orang seorang itu tergantung kepada fungsinya di dalam persekutuan. Lebih penting kedudukan seseorang di dalam persekutuan, lebih penting pula arti orang itu selaku subjek di dalam hukum.

Kepala persekutuan memegang kedudukan yang terpenting, berhubung dengan itu ia mendapat perlindungan hukum yang paling besar, karena ia adalah penjelmaan, manifestasi, personifikasi persekutuan yang bersangkutan.


Organisasi masyarakat tradisional ditujukan kepada pemeliharaan keseimbangan tersebut di atas. Merintangi jalannya organisasi masyarakat merupakan pelanggaran hukum yang berat, Sedangkan pelanggaran-pelanggaran hukum yang hanya merugikan kepentingan orang perseorangan semata dengan tidak mengganggu jalannya organisasi masyarakat, bersifat pelanggaran yang ringan.

7. Latihan

1. Apa itu delik adat?
2. Jelaskan perbedaan antara delik adat dengan delik dalam hukum barat?

3. Bagaimana sifat pelanggaran dalam hukum adat?
4. Jelaskan bagaimana lahirnya delik dalam hukum adat dan lahirnya delik dalam hukum barat?
5.Bagaimana perbedaan antara aliran pikiran barat dengan aliran pikiran tradisional?
8. Daftar Pustaka
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PERADILAN HUKUM ADAT
1. Pendahuluan


Peradilan adat memiliki keterkaitan erat dengan hukum dan keadilan, yang dapat dilakukan melalui sistem musyawarah untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan atau di muka pengadilan.

Pemahaman terhadap eksistensi dan prinsip-prinsip peradilan adat tidak dapat dilepaskan dari konstruksi nilai dan alam pikiran yang ada dalam masyarakat hukum adat.  Dalam beberapa segi sifat masyarakat hukum adat berbeda dengan masyarakat biasa yang ada di kota-kota. Masyarakat hukum adat sangat kuat berpegang pada alam pikiran komunalitas dan religio-magis.

Hakim tidak boleh mengadili hanya menurut perasaan keadilan pribadinya sendiri, hakim terikat kepada nilai-nilai yang berlaku secara objektif di dalam masyarakat. Hakim terikat kepada sistem hukum yang telah terbentuk dan yang berkembang dalam masyarakat. Dengan tiap-tiap putusannya hakim menyatakan dan memperkuat kehidupan norma hukum yang tidak tertulis.

Dalam pokok bahasan ini akan diuraikan mengenai dasar hukum peradilan hukum adat, tentang hal menemui hukum adat, tentang sifat tugas hakim, tentang hakim terikat dan bebas dalam peradilan hukum adat.
2. Tujuan Instruksional

 TIU : Setelah mengikuti kuliah pada materi pokok bahasan ini diharapkan mahasiswa dapat mengerti dan memahami tentang peradilan hukum adat yang terdapat  dalam hukum adat. 

 SB    : Pada akhir kuliah diharapkan mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan tentang dasar hukum peradilan hukum adat. 

2. Menjelaskan tentang hal menemui hukum adat.
3. Menjelaskan tentang sifat tugas hakim. 
4. Menjelaskan tentang hakim terikat dan bebas. 
3. Dasar Hukum Peradilan Hukum Adat


Berdasarkan Pasal 142 Undang-Undang Dasar Sementara R.I, oleh karena kodifikasi yang diharuskan oleh Pasal 102 UUD tersebut, belum diselenggarakan, maka Pasal 131 ayat (6) Indishe Staatsregeling hingga sekarang masih berlaku.


Pasal 131 ayat (6) Indische Staatsregeling menentukan, bahwa hukum perdata dan hukum dagang bagi bangsa Indonesia, yang berlaku pada waktu mulai berlakunya Indische Staatsregeling tetap berlaku, selama sekedar tidak diganti oleh undang-undang. Dengan perkataan lain, hukum adat masih tetap berlaku, sebagai dinyatakan pada Pasal 75 (lama) Regeerings Reglement (RR) 1854.

Pasal 75 ayat (3) RR lama menyatakan, bahwa wewenang hakim untuk menyampingkan hukum adat, jika hukum adat itu bertentangan dengan dasar-dasar keadilan yang diakui umum.


Pasal 75 ayat (6) RR lama menyatakan, bahwa, wewenang hakim untuk memakai dasar umum dari hukum eropa sebagai pedoman, jika tidak ada peraturan hukum adat.
Bagaimana kedua wewenang hakim tersebut dapat masuk ke dalam Pasal 75 RR lama?.  

Prof. Van Vollenhoven menulis dalam bukunya: “Adatrecht II”, bahwa pembentukan undang-undang dalam tahun 1854 tidak mengetahui bagaimana sifat-sifat dan isi hukum adat itu. Hanya pada waktu itu bahwa hukum adat mempunyai kekurangan-kekurangan atau mempunyai peraturan-peraturan yang menurut hukum eropa tidak diperlukan. Dengan demikian pembentuk RR melihat kepada apa yang telah ditetapkan di dalam perundang-undangan di Staatsblad  Hindia Belanda. Di dalam peraturan tanggal 11 Februari 1814 Raffles telah menetapkan, bahwa residen yang mengetuai pengadilan Landraad wajib menggunakan hukum adat, asal saja hukum adat itu tidak bertentangan dengan dasar keadilan yang diakui umum.
Bagaimana jika peraturan hukum adat bertentangan dengan dasar-dasar keadilan yang umum diakui?, hal itu terserah kepada anggapan hakim.

Menurut jurisprudensi yang diumumkan, pada zaman pengadilan Pemerintah Hindia Belanda yang lampau, jarang sekali hakim menganggab sesuatu peraturan hukum adat bertentangan dengan dasar-dasar keadilan.


Di dalam ordonansi staatsblad 1932 No. 80 yang dirancang oleh Ter Har, dimuat dalam Pasal 26 ayat (2) yang berbunyi, jika sesuatu peraturan hukum adat bertentangan dengan syarat-syarat kemanusiaan, hakim harus mengadili menurut keadilan yang patut.

Instruksi kepada hakim, yang dimuat dalam Pasal 75 RR lama tapi tidak terdapat dalam Pasal 131 Indische Staatsregeling. Ini tidak berarti, bahwa hakim tidak boleh lagi mempersoalkan, apakah sesuatu peraturan hukum adat bertentangan atau tidak dengan syarat-syarat kemanusiaan. Hakim menurut fungsinya adalah berwenang, bahkan wajib mempertimbangkan, apakah peraturan hukum adat yang telah ada mengenai masalah yang dihadapi, masih sesuai atau sudah bertentangan dengan kenyataan sosial, yang baru tumbuh dalam masyarakat.
4. Hal Menemui Hukum Adat


Untuk menemui bunyi hukum adat terhadap masalah yang diadili, hakim pengadilan negeri tidak terikat oleh peraturan-peraturan tentang pembuktian di dalam HIR. Dalam hal ini hakim mempunyai kebebasan yang tidak dibatasi oleh undang-undang.

Bagaimana sesuatu peraturan adat yang hidup di dalam masyarakat dapat diakui sebagai peraturan hukum?.

Van Vollenhoven menulis, bahwa dalam hal ini orang harus tidak menggunakan sesuatu teori, melainkan harus mawas kenyataan. Apabila hakim menemui bahwa ada peraturan-peraturan adat tingkah laku yang oleh masyarakat dianggab patut dan mengikat para penduduk, serta ada perasaan umum, bahwa peraturan-peraturan itu harus dipertahankan oleh para kepala adat dan petugas-petugas hukum lainnya, maka peraturan-peraturan adat itu terang bersifat hukum.

Ter Haar, dalam orasinya, tahun 1937 berkata, bahwa hukum adat yang berlaku hanya dapat diketahui dari penetapan-penetapan para petugas hukum (kepala adat, hakim, rapat adat, pegawai agama, perangkat desa) yang dipernyatakan di dalam atau di luar persengketaan.

Di dalam bukunya “Beginselen en stelsel van het adatrecht”, Ter Haar menulis, bahwa hanya dari penetapan-penetapan yang dipertahankan oleh para petugas hukum, dapat diketahui peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Pada saat penetapan itu suatu peraturan adat tingkah laku mendapat sifat hukum.
5. Sifat Tugas Hakim

Para petugas hukum dalam masyarakat adat melahirkan di dalam penetapan-penetapannya, apa yang hidup sebagai rasa keadilan dalam masyarakat. Dengan penetapan itu, rasa keadilan tersebut mendapat Gestaltung, mendapat bentuk konkrit.

Memang ada ikatan batin antara penetapan petugas hukum adat dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pengadilan negeri yang mengadili menurut hukum adat, harus sadar akan struktur kerohanian masyarakat agar putusan-putusannya (penetapan-penetapan) benar-benar selaras dengan hubungan-hubungan, lembaga-lembaga dan peraturan-peraturan tingkah laku yang hidup di dalam masyarakat itu.
6. Hakim Terikat dan Bebas


Hakim tidak boleh mengadili hanya menurut perasaan keadilan diri pribadinya, melainkan harus terikat kepada nilai-nilai yang berlaku secara objektif di dalam masyarakat. Hakim terikat kepada sistem hukum yang telah terbentuk dan yang berkembang di dalam masyarakat. Dengan tiap-tiap putusannya hakim menyatakan dan memperkuat kehidupan norma hukum yang tidak tertulis.

Sudah tentu hakim terikat kepada keputusannya sendiri, artinya dalam hal-hal yang serupa, hakim harus memberikan putusan yang serupa dengan putusannya yang telah diambil pada waktu yang lampau. Berhubung dengan itu dari tiap-tiap putusan hakim dapat ditarik kesimpulan sesuatu peraturan hukum yang terkandung di dalamnya.

Hakim terikat pada sistem hukum yang berlaku, akan tetapi sistem hukum Indonesia tidak mengenal dasar presedent seperti yang berlaku di Inggris dan Amerika. Ini berarti, bahwa hakim Indonesia adalah bebas untuk meninjau secara mendalam, apakah penetapan-penetapan yang diambil pada waaktu yang lampau, masih dapat dan harus dipertahankan dengan adanya perubahan-perubahan di dalam masyarakat, dengan adanya pertumbuhan perasaan-perasaan keadilan baru.

Masyarakat hidup, selalu bergerak, begitu pula rasa keadilan rakyat bergerak pula, sehingga pada suatu waktu hakim akan memberikan putusan yang menyimpang dari pada putusan-putusan yang diambil pada waktu lampau dalam hal-hal yang serupa, oleh karena kenyataan sosial di dalam masyarakat menghendaki diadakannya penetapan baru. Van Vollen Hoven dalam bukunya “Adatrecht”, menulis, bahwa wewenang, bahkan kewajiban hakim untuk menambah hukum adat, berdasarkan pertimbangan, bahwa perubahan yang cukup besar di dalam situasi kehidupan rakyat menghendaki dibentuknya peraturan hukum baru.

Karena pertanggung jawaban hakim terhadap Negara dan masyarakat besar, dan bertambah besar pertanggung jawab itu, apabila masyarakat tidak lagi merupakan suatu kesatuan, melainkan terpecah belah dalam beberapa golongan yang berbeda-beda anggapannya tentang norma-norma hidup yang harus berlaku. Dalam hal ini, hakim sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan pembentuk undang-undang, dalam hal demikian Negara perlu menentukan dengan undang-undang apa yang harus berlaku sebagai peraturan hukum. Dengan tiap-tiap putusannya hakim memperkuat peraturan hukum yang berlaku dan yang tidak tertulis.

7. Latihan

1. Apa itu peradilan hukum adat?
2. sebutkan dan jelaskan dasar hukum adat dan dasar hakim menggunakan peradilan hukum adat dalam menyelesaikan masalah?

3. Jelaskan bagaimana cara hakim menemui masalah atau hal dalam hukum adat?

4. Jelaskan bagaimana sifat tugas hakim dalam peradilan hukum adat?

5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hakim terikat dan bebas dalam peradilan hukum adat? 
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